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Pemerintah Kabupaten Bangka

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 
DAN CAPAIAN KINERJA PenyelengGaraan pemerintahAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi dan Luas Wilayah

Dengan luas wilayah 2.950,68 Km², Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 305.158 jiwa dan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten serta dengan batas–batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna; (iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.
b. Kondisi Topografis 

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

· 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.

· 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.

· 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.

· 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.
c. Kondisi Geohedrologi
Pada umumnya kondisi geohidrologi di Kabupaten Bangka lebih di dominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Jadi di Kabupaten Bangka kondisi hidrologinya terdiri dari kondisi sungai sebagai air pemukaan dan kondisi klimatologi.
· Sungai

Secara detail, terdapat 38 (tiga puluh delapan) aliran sungai di Kabupaten Bangka, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai te anjang dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kab. Bangka dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1

Nama-Nama Sungai yang ada menurut Kecamatan

di Kabupaten Bangka
	Kecamatan
	Nama Sungai
	Panjang (m)
	Nama Sungai
	Panjang (m)

	1.
	Belinyu
	S. Panji
	10.000
	S. Belinyu
	6.000

	
	
	S. Pasir
	5.000
	S. Berok
	6.000

	
	
	S. Pejem
	4.500
	S. Romodong
	3.000

	
	
	S. Tengkalak
	2.000
	S. Bubus
	4.000

	
	
	S. Jeliti
	3.000
	S. Sembuang
	5.000

	
	
	S. Bayat
	9.000
	S. Sekak
	5.000

	
	
	S. Layang
	12.000
	S. Buntang
	1.500

	
	
	S. Jelutung
	12.000
	 
	 

	2.
	Riau Silip
	S. Tengkalak
	5.000
	S. Mapur 
	21.250

	
	
	S. Bedukang
	900
	S. Semubur 
	3.000

	
	
	S. Deniang Laut
	1.300
	S. Perimping
	2.750

	3.
	Bakam
	S. Telang
	5.000
	S. Layang
	32.500

	
	
	S. Mabat
	15.000
	 
	 

	4.
	Merawang
	S. Baturusa
	31.250
	 
	 

	5.
	Puding Besar
	S. Perai 
	10.000
	S. Kayubesi
	500

	
	
	S. Kerang
	8.000
	S. Jeruk
	15.000

	
	
	S. Kotawaringin
	20.000
	S. Lubang
	6.000

	
	
	S. Air Pandan
	20.000
	 
	 

	6.
	Mendo Barat
	S. Menduk
	26.500
	S. Penagan
	2.500

	
	
	S. Rukam
	20.000
	S. Penjirang
	5.000

	
	
	S. Sembilang
	2.000
	S. Kelapabingil
	3.000


Sumber : Bangka Dalam Angka 2014
· Klimatologi

Iklim Kabupaten adalah beriklim tropis dengan variasi curah hujan antara 84,5 hingga 406,2 mm tiap bulan untuk tahun 2013, dengan curah hujan terendah pada bulan agustus. Suhu rata-rata daerah Sungailiat berdasar data dari Stasiun Meteorologi Pangkalpinang menunjukan variasi antara 26,2 hingga 27,8 derajat celcius sedangkan kelembaban udara antara 80 hingga 87 % pada tahun 2013.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Arah Angin
dan Kecepatan Angin Rata-rata  Menurut Bulan

di Kabupaten Bangka Tahun 2014
	Bulan
	Curah Hujan (mm)
	Rata-rata Kecepatan Angin (Knots)
	Arah Angin Terbanyak

	1.
	Januari
	202,6
	3,1
	BL

	2.
	Februari
	304,5
	2,4
	BL

	3.
	Maret
	261,0
	2,7
	U

	4.
	April
	190,1
	2,2
	T

	5.
	Mei
	258,0
	2,1
	U

	6.
	Juni
	119,9
	2,4
	T

	7.
	Juli
	244,0
	3,3
	S

	8.
	Agustus
	84,5
	9,4
	TGR

	9.
	September
	235,1
	8,0
	S

	10.
	Oktober
	198,3
	5,0
	S

	11.
	November
	335,1
	4,0
	BL

	12.
	Desember
	406,2
	4,3
	B


                               Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang 2014
Tabel 2.3

Tekanan Udara. Suhu Udara. Kelembaban Udara dan

Penyinaran Matahari Rata-rata Menurut Bulan 

di Kabupaten Bangka Tahun 2014
	Bulan
	Tekanan Udara Rata-rata (mb)
	Suhu Udara (o C)
	Kelem-baban Udara Rata-rata (%)
	Penyinaran Matahari Rata-rata (%)

	
	
	Max
	Min
	Rata-rata
	
	

	1.
	Januari
	1010,3
	30,3
	24,0
	26,6
	85
	32,0

	2.
	Februari
	1008,9
	30,4
	24,1
	26,5
	86
	43,7

	3.
	Maret
	1010,7
	31,3
	24,4
	27,0
	85
	55,4

	4.
	April
	1008,8
	31,3
	24,4
	27,1
	85
	45,1

	5.
	Mei
	1008,9
	31,3
	24,5
	27,2
	85
	45,1

	6.
	Juni
	1007,8
	32,0
	24,7
	27,8
	81
	65,3

	7.
	Juli
	1009,1
	30,3
	23,8
	26,7
	83
	50,8


Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang 2014
	Bulan
	Tekanan Udara Rata-rata (mb)
	Suhu Udara (o C)
	Kelem-baban Udara Rata-rata (%)
	Penyinaran Matahari Rata-rata (%)

	
	
	Max
	Min
	Rata-rata
	
	

	8.
	Agustus
	1009,8
	24,1
	30,9
	27,2
	80
	67,4

	9.
	September
	1009,8
	24,1
	31,2
	27,2
	81
	65,0

	10.
	Oktober
	1010,5
	23,9
	31,6
	27,1
	81
	62,7

	11.
	November
	1006,5
	23,6
	30,9
	26,7
	84
	44,5

	12.
	Desember
	1009,1
	23,8
	30,0
	26,2
	87
	27,0


Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang Tahun 2014
d. Rencana Tata Ruang Wilayah
KAWASAN BUDIDAYA;
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam. manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian. kawasan permukiman. pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur. mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi. baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. kawasan peruntukkan hutan produksi;

2. Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari :

· kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;

· kawasan peruntukkan pertanian lahan kering

3. kawasan peruntukkan perkebunan;

4. kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;

5. kawasan peruntukkan peternakan;

6. kawasan peruntukkan perikanan;

7. kawasan peruntukkan pertambangan;

8. kawasan peruntukkan industri;

9. kawasan peruntukkan pariwisata;

10. kawasan peruntukkan permukiman terdiri dari :

· kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;

· kawasan peruntukkan permukiman perdesaan;

11. kawasan peruntukkan hutan rakyat;

12. kawasan peruntukkan lainnya terdiri dari kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat diusahakan dan lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 70.105,04 ha. Kewenangan untuk pengembangan dan pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bangka. 

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah  
Berdasarkan hasil analisis peta satuan lahan. kawasan budidaya pertanian lahan basah  di Kabupaten Bangka tersusun atas satuan tanah alluvium. campuran estuarine dan. marin yang masih muda, sungai muda, gambut. Lokasi lahan yang cocok (sesuai) untuk perkembangan pertanian lahan basah  terletak di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, dengan luasan lebih kurang 10.346,93 ha. Kawasan kegiatan peruntukkan pertanian lahan basah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan strategis Kabupaten Bangka. 
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
Kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan kering lokasinya terletak di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam,  Riau Silip, Merawang, Pemali, dan Kecamatan Belinyu seluas kurang lebih 4.873,94 ha. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Bangka didasarkan pada kehidupan sosial budaya  masyarakat Bangka. 

Kawasan Peruntukkan Perkebunan

Lahan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Bangka lokasinya tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan diperuntukkan bagi usaha perkebunan besar, sedang, kecil dan perkebunan rakyat. Luas peruntukan kawasan perkebunan lebih kurang 56.297,17 ha. Pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan dengan cara bermitra dengan masyarakat  dengan pola Perkebunan Inti Rakyat, pola Kebun Kelapa Sawit Rakyat, dan pola lainnya dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan sumber daya alam yang menyejahterakan rakyat secara merata. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya.

Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat diletakkan dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian kebutuhan ruang. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi usaha perkebunan yang tidak membutuhkan perizinan dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Luas perkebunan rakyat yang dimaksud kurang lebih 42.364,96 ha. Komoditas yang dapat di usahakan dalam kawasan ini merupakan komoditas perkebunan baik komoditas pangan maupun non pangan.  Kawasan perkebunan rakyat dan kawasan perkebunan dikembangkan untuk meningkatkan efek sebar di seluruh sektor perekonomian. 
Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Dalam mekanismenya kawasan ini dapat terintegral dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang dengan luas peruntukan kawasan kurang lebih 700 ha.
Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terbagi menjadi kawasan perikanan darat dan kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan tangkap dan budidaya Kabupaten Bangka di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Te adu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Sungailiat. Kawasan peruntukan perikanan seluas lebih kurang 615,89 ha yang difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan tambak air tawar, payau, dam air laut serta industri pengolahan hasil perikanan. Untuk daerah potensial budidaya perikanan tangkap berada pada wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Untuk kawasan perikanan darat (tambak) diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan potensinya.

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. kegiatan pertambangan dilaksanakan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP yaitu pemegang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.  WIUP di Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, non logam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu :

a. WIUP A  seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat)

b. WIUP  B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka menempatkan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bangka  seluas  lebih kurang 28.441,33 ha dan peruntukan pertambangan rakyat seluas  lebih kurang 4.125 ha Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

a. inventarisasi daerah yang be otensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah;

b. penetapan aturan zonasi penambangan yang ramah lingkungan;

c. menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan;

d. rehabilitasi lahan pasca tambang;
e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kawasan Peruntukan Industri

Sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka yaitu menjadikannya sebagai daerah industri dan perdagangan maka sebagai perwujudan visi dan misi tersebut maka pemerintah daerah melalui Perda nomor 3 tahun 2005 menetapkan kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha dan rencana pengembangan wilayahnya sesuai kebutuhan.  Rencana peruntukan Kawasan Industri di Kabupaten Bangka lebih kurang 983,13  ha yang akan dikembangkan di Kecamtaan Sungailiat, Belinyu dan Merawang. 
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan seluruh kegiatan yang mendukungnya. Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat. Kegiatan pariwisata dilaksanakan di kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) terbagi ke dalam 4 kawasan. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan dan aksessibilitas antar objek wisatanya. KPP I mempunyai tema Ekowisata dan wisata rohani. KPP II mempunyai tema wisata alam, rekreatif dan wisata belanja. KPP III bertema sejarah, budaya, dan pendidikan. KPP IV bertema Agrowisata. 

Kabupaten Bangka mengembangkan kawasan ecopark di Kecamatan Merawang seluas lebih kurang 1.000 ha. Kawasan ini merupakan kawasan te adu sebagai kawasan tujuan wisata dan ilmu pengetahuan.
Kawasan Peruntukan Permukiman 

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permuzkiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu. Karena pertimbangan ini termasuk juga kawasan permukiman semi-perkotaan. yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol luasannya pada kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional / Jalan Propinsi. sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. Permukiman perkotaan yang saat ini sudah terbentuk adalah Sungailiat dan Belinyu. untuk 20 tahun yang akan datang permukiman perkotaan yang diprediksikan akan berkembang di Kabupaten Bangka adalah Kawasan Kota Baru Air Anyir. Kawasan sekitar kampus UBB dan Kota Kecamatan Puding Besar. Luas Permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka telah mengakomodir perkembangan wilayah.  Kabupaten mengembangkan permukiman perkotaan di kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota. Luas lahan peruntukan permukiman perkotaan yaitu lebih kurang 9.680,43 Ha. Permukiman perkotaan di Kota Sungailiat meliputi hampir seluruh wilayah administrasi Kecamatan Sungailiat sedangkan permukiman perkotaan di Kecamatan Pemali meliputi wilayah Desa Air Ruay, dan Desa Karya Makmur. Untuk kota Belinyu kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Kelurahan Kuto Panji. Kelurahan Air Jukung. Kelurahan Bukit Ketok, dan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Mendo Barat meliputi Desa Kace dan Kace Timur dan di Kecamatan Merawang meliputi area sekitar Air Anyir dan Mudel (Kota Baru Air Anyir).

Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini. adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman.
Arahan pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

· Kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;

· Memiliki kemampuan menyediakan tempat berusaha/bekerja;

· Memiliki ketersediaan prasarana dan sarana permukiman;

· Memiliki aksesibilitas;

· Memiliki jaminan kesehatan lingkungan;

· Memiliki keamanan fisik geografis/tidak rawan bencana;

· Memiliki kemampuan untuk berkembang dan menerima masukan teknologi.
Berdasarkan hasil analisis dan berbagai pertimbangan diatas. maka luas lahan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka adalah meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu lebih kurang 18.364,93 ha.

Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat
Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat perdesaan, maka penataan ruang Kabupaten Bangka  mengalokasikan peruntukan ruang hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat berada di belakang kawasan permukiman perdesaan dengan panjang dan lebar yang diharmonisasikan dengan kawasan peruntukan lainnya.  Kawasan peruntukan hutan rakyat Kabupaten Bangka penetapannya berada di kawasan  diluar kawasan lindung dan sebagian kecil berada di dalam hutan produksi dengan istilah penamaan yang berbeda. Kawasan peruntukan  hutan rakyat tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas areal kawasan peruntukan hutan rakyat lebih kurang 13.861,72 ha dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Bangka difungsikan bagi kegiatan usaha tanaman kehutanan rakyat.
Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang belum memiliki kawasan peruntukkan.  Luas kawasan peruntukan lainnya lebih kurang 693,24 ha meliputi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman  dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.  

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk membentuk pusat pertumbuhan masa depan. Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan disetiap kecamatan menurut skalanya; yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat. kawasan perdagangan Belinyu.  kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal. 

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat  dan Belinyu dikembangkan disepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktiftas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan. showroom mobil,  motor, sparepart kendaraan. bengkel dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.
Kawasan peruntukan pemakaman dikembangkan di masing-masing wilayah berupa pemakaman desa, kecamatan dan kabupaten.  Khusus kawasan peruntukan pemakaman kabupaten dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Pemali.  Sementara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu.
KAWASAN LINDUNG 
Kehutanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang banyak terdapat di Kabupaten Bangka. Jumlah luas total hutan, baik itu hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi mencapai 35 % dari total luas Kabupaten Bangka. Luas hutan konservasi seluas ± 15.783,68 ha berlokasi di Gunung Maras. Luas hutan lindung sebanyak ± 15.799,95 ha dimana lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Luas hutan produksi adalah ± 66.355,48 ha dimana lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan perkembangan penduduk yang terdapat di beberapa lokasi yang berfungsi sebagai kawasan hutan baik itu hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi, maka Pemerintah Kabupaten Bangka sedang melakukan proses revisi perubahan status kawasan hutan di Kabupaten Bangka ke lembaga yang berwenang di pemerintah pusat untuk dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya. 
Adapun total luas kawasan yang direvisi adalah seluas ±3.159 ha atau sekitar 1,88 % dari luas seluruh Kawasan Hutan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.4.
Tabel 2.4

Luas dan Nama Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya 

di Kabupaten Bangka Tahun 2014
	No
	Kawasan Hutan
	Luas (±ha)
	Persentase (%)

	I
	Hutan Konservasi Gunung Maras
	15.783,68
	16,11

	II
	Hutan Lindung
a. HLP, Bubus I Belinyu

b. HLP, Bubus II Belinyu

c. HLP Sekah Tengkalat
d. HLP, Sungailiat Mapur
e. HLP, Bukit Rebo
f. HLP Kota Waringin
g. HLP Sembulan
h. HLP Pejem
	15.799,95
1.522,26

2.072,53

4.374,98

1.656,93

1.299,00

2.738,15

1.033,33

1.102,77
	16,16
1,58

2,12

4,47

1,69

1,33

2,79

1,05

1,13

	III
	Hutan Produksi
a. HP Belinyu II Bubus

b. HP Sekah Tengkalat
c. HP Sungailiat Mapur
d. HP Sungailiat Air Panca

e. HP Sungailiat Sigambir
f. HP Bukit Betung Sambunggiri

g. HP Sigambir Parit Lama

h. HP Baturusa
i. HP Mabat
j. HP Air Limau
k. HP Bukit Rebo
l. HP Gunung Maras
m. HP Kota Waringin
n. HP Gunung Air Abik

o. HP Merawang Lama
p. HP Lelap Kayu Besi

q. HP Bukit Damar
r. HP Hutan Nyato
s. HP Mengkinang
t. HP Sungai Sembulan
	66.355,48
1.644,18
13.557,50

9.696,40

2.357,56

1.318,76

2.011,08

1.168,33

836,94

1.902,27

1.197,53

666,91

6.168,66

16.593,80

239,94

394,18

388,23

206,98

353,74

5.619,89

32,60
	67,73
1,68

13,84

9,90

2,41

1,35

2,05

1,19

0,85

1,94

1,22

0,68

6,30

16,94

0,24

0,40

0,40

0,21

0,36

5,74

0,03

	Luas Total
	97.969,11
	100,00


                    Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2014
Tabel 2.5

Usulan Revisi Perubahan Status Kawasan Hutan 

di Kabupaten Bangka Tahun 2014
	No
	Kecamatan
	Nama Lokasi
	Kelompok Hutan
	Luas Usulan (ha)
	Persetujuan Menteri (ha)

	1
	Belinyu
	Dsn. Pejem, Desa Gunung Pelawan
	HL. Pejem
	124,835
	155,50

	
	
	Dsn. Lubuk Lesung, Desa Gunung Pelawan
	HP. Sekah Tengkalat
	55,096
	43,66

	
	
	Dsn. Bintet, Desa Bintet
	HP. Sekah Tengkalat
	150,373
	102,38

	
	
	Dsn. Parit 19, Dsn Parit 14, Desa Gunung Pelawan
	HP. Sekah Tengkalat
	178,552
	134,99

	
	
	Dsn. Statiun 6, Desa Gunung Pelawan
	HP. Sekah Tengkalat
	66,345
	65,07

	
	
	Dsn. Penyusuk, Kelurahan Bukit Ketok
	HL. Bubus II
	30,000
	34,42

	
	
	Dsn. Tirus, Desa Lumut
	HP. Gunung Maras
	45.007
	10,36

	
	
	Dsn. Parit Lima, Kelurahan Bukit Ketok
	HL. Bubus
	42,865
	42,84

	2
	Sungailiat
	Dsn. Bedeng Ake, Hakok, Matras Kelurahan Sinar Baru
	HP. Sungailiat Mapur
	445,055
	182,64

	
	
	Pantai Matras, Kelurahan Sinar Baru
	HL. Sungailliat Mapur
	115,210
	32,60

	
	
	TPA, Kelurahan Kenanga
	HP. Bukit Betung Sambung Giri
	21.772
	0,00

	
	
	Dsn. Tanjung Ratu, Desa Rebo
	HP. Merawang Lama
	95.370
	95,31

	3
	Riau Silip
	Dsn. Bernai, Desa Berbura
	HK. Gunung Maras
	23.891
	0,00

	
	
	Dsn. Buhir, Desa Berbura
	HK. Gunung Maras
	44.741
	18,30

	
	
	Dsn. Bernai, Desa Berbura
	HP. Gunung Maras
	61.619
	28,25

	
	
	Dsn. Air Antu, Desa Deniang
	HL. Sungailiat Mapur
	49.881
	24,34

	
	
	Dsn. Bedukang, Desa Deniang
	HP. Sungailiat Mapur
	50,032
	50,03

	4
	Pemali
	Dsn. Pemali, Desa Pemali
	HP. Sigembir Parit Lama
	95.629
	95,55

	
	
	Dsn. Air Ruai, Desa Air Ruai
	HP. Sigembir Parit Lama
	84.244
	84,16

	5
	Mendo Barat
	Dsn. Labuh, Desa Labuh Air Pandan
	HL. Kota Waringin
	34.793
	34,75

	
	
	Dsn. Balau, Desa Labuh Air Pandan
	HP. Kota Waringin
	30.119
	30,11

	
	
	Dsn. Labuh, Desa Labuh Air Pandan
	HP. Kota Waringin
	167.655
	167,59

	
	
	Dsn. Air Pandan, Desa Labuh Air Pandan
	HP. Kota Waringin
	94.687
	94,69

	6
	Merawang
	Dsn. Mudel, Dsn. Tamran, Desa Air Anyir
	HP. Batu Rusa
	205.264
	207,57

	7
	Puding Besar
	Dsn. Sungai Dua, Desa Kota Waringin
	HL. Kota Waringin
	24.462
	0,00

	
	
	Dsn. Kota Waringin, Desa Kota Waringin
	HP. Kota Waringin
	177.708
	0,00

	
	
	Dsn. Sungai Dua, Desa Kota Waringin
	HP. Kota Waringin
	404.630
	105,14

	Jumlah
	
	
	2.919.835
	1.840,25


Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2014
Gambaran pengembangan wilayah tergambar dalam rencana pola ruang sebagaimana terdapat dalam peta berikut :
Gambar 2.1
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka
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e. Potensi pengembangan wilayah

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud.     
Dalam Rencana Tata  Ruang Wilayah  yang  lebih  makro cakupannya, yaitu RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Provinsi Bangka Belitung, telah ditetapkan arahan atau rencana Sistem Kota-Kota, yaitu dengan penetapan fungsi pusat pelayanan sampai tingkat PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Dalam Sistem Pusat Perkotaan atau Pusat Pelayanan secara nasional, telah ditetapkan adanya jenjang atau hirarki yang terdiri atas berturut-turut :

· PKN (Pusat Kegiatan Nasional), yang pelayanannya mencakup beberapa provinsi;

· PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yang pelayanannya mencakup beberapa kabupaten;

· PKL (Pusat Kegiatan Lokal), yang pelayanannya mencakup beberapa kecamatan.

· PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)
Berdasarkan hierarki tersebut di atas maka rencana sistem kota-kota yang terdapat di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Sungailiat dan  Kota Belinyu

2. Pusat Pelayanan Kegiatan promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar 

3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Desa Batu Rusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

WP I Sungailiat

Wilayah Pengembangan  I dengan  pusat Sungailiat, mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.

Sarana dan prasarana serta kegiatan yang menonjol di wilayah ini terutama yang berkaitan dengan fungsi Pangkal Pinang sebagai PKW adalah Pengembangan kawasan di sepanjang wilayah belakang Pangkal Pinang yang meliputi Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendo Barat. Kawasan Kecamatan Merawang yang meliputi beberapa desa direncanakan untuk pengembangan kawasan industri di muara Sungai Batu Rusa, pengembangan wisata dan kota baru air anyir seluas lebih kurang 1.237 Ha, pengembangan kawasan kota baru beserta sarana dan prasarana pendukungnnya di Desa Air Anyir, kawasan pengembangan pendidikan tinggi, kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Balun Ijuk dan Jada Bahrin, serta Kawasan Agropolitan di seluruh Kecamatan Mendo Barat beserta kawasan pendukungnya seperti kawasan Pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Petaling, Kemuja, dan kawasan Pendidikan di Petaling dan Paya Benua.

Kecamatan Sungailiat direncanakan sebagai kecamatan wisata pantai andalan Provinsi Bangka Belitung di sepanjang pesisir timur, kawasan perdagangan di pusat kota, dan pembentukan pusat pertumbuhan baru. Sebagai ibukota Kabupaten dikembangkan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan sebagai satu wilayah ibukota. Kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang adalah berkembangnya industri polutif /perikanan tangkap di Kawasan Industri Jelitik dan kawasan peruntukan industri lainnya beserta kawasan pendukungnya, dan perikanan tambak di Kecamatan Merawang di sepanjang kawasan diluar sempadan Sungai Baturusa dan Sungai Selindung. 

Wilayah Pengembangan I juga mengembangkan kawasan lindung setempat dengan lokasi dan luas sesuai kebutuhan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disepanjang sungai, danau atau kolong, mata air dll.

Wilayah Pengembangan I seperti transportasi darat dan laut, jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota.
WP II Belinyu

WP II dengan pusat di Belinyu, mempunyai wilayah cakupan Kecamatan Riau Silip, walaupun hanya mencakup 2 kecamatan, namun apabila dilihat dari luas wilayahnya, wilayah ini relative luas. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Sungailiat - Belinyu. Sebelah utara WP ini merupakan wilayah pesisir yang dimulai dari Tanjung Merak kemudian menyusur ke arah utara menuju Tanjung Gudang Kemudian Tanjung Penyusuk kemudian menyusur ke arah barat menuju Tanjung Samak kemudian menurun ke bawah menuju Tanjung Tengkalat terus menurun menuju Tanjung Batu.

Ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang be otensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah :

· Berkembangnya kawasan industri perikanan te adu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.

· 
Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan.

· 
Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota

WP III Puding Besar

WP III dengan pusat Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat. Di timur berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, di utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, di barat berbatasan dengan Selat Bangka. Wilayah Pengembangan ini mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan  dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

· Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;
· Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.
f. Wilayah rawan bencana  

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena bencana,  seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat  dijelaskan karena bentuk morfologi Kabupaten Bangka cenderung datar. Kondisi yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya genangan yang terjadi di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan laut dan air pasang disamping itu juga penyebab lainnya karena adanya musim hujan tiba. Namun genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka.
Kejadian bencana lainnya secara sporadis yang terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan beberapa rumah penduduk diwilayah yang dilalui angin tersebut. 
2. Aspek Demografi
a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bangka mencapai 277.193 jiwa dengan kepadatan sebesar 94 per km², maka jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 297.091 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 7,18 persen pada tahun 2011. Kemudian di tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 344.582 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 15,99 persen dengan kepadatan mencapai 117 per km². Namun, ternyata besaran penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2013 justru mengalami penurunan yang sangat fantastis yakni hanya sebesar 304.185 jiwa, atau mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru mencapai 344.582 jiwa, dengan laju pertumbuhan -11,72 persen dan tingkat kepadatan yang hanya 103 per km² . Pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Bangka kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 305.158 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,32 persen, namun dengan tingkat kepadatan yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 103 per km². Jumlah dan kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Bangka tahun 2010 - 2014 sebagaimana tertera pada table 2.6 dibawah ini.
 Tabel  2.6
Jumlah Penduduk Menurut Luas Daerah (km²) dan 

Kepadatan per km² di Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014
	No.
	Tahun
	Luas Daerah

km²
	Jumlah Penduduk (jiwa)
	Kepadatan per km² (jiwa)

	1.

2.

3.

4.

5.
	2010
2011
2012
2013
2014
	2.950,68

2.950,68

2.950,68

2.950,68

2.950,68
	277.193
297.091
344.582
304.185
305.158
	94
101
117
103
103


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, 2014
b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Dari data yang tersedia pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 144.286 jiwa atau sekitar 52,05 % dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 132.907 jiwa atau 47,95 % dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 4,11 %.  

Pada tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan  di Kabupaten Bangka juga relatif sama banyaknya yakni penduduk laki-laki sebanyak 153.676 jiwa atau sekitar 51,73 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 143.415 jiwa atau 48,27 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,46 persen. 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 177.931 jiwa atau sekitar 51,64 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 166.651 jiwa atau 48,36 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,28 persen. 

Pada tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 157.850 jiwa atau sekitar 51,89 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 146.335 jiwa atau 48,11 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,78 persen. 
Pada tahun 2014, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 157.634 jiwa atau sekitar 51,66 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 147.524 jiwa atau 48,34 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,32 persen. 
Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tahun  2010 - 2014:
Tabel  2.7
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

di Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014
	NO.
	Tahun
	Jenis Kelamin
	Jumlah

(Jiwa)

	
	
	Laki-laki (jiwa)
	Perempuan (Jiwa)
	

	1.

2.

3.

4.

5.
	2010
2011
2012
2013
2014
	144.286
153.676
177.931
157.850
157.634
	132.907
143.415
166.651
146.335
147.524
	277.193
297.091
344.582
304.185
305.158


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka,2014 

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2010 penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun yakni sebanyak 28.191 jiwa atau 10,17 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 27.802 jiwa atau 10,03 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 24.753 jiwa 8,93 persen penduduk Bangka.

Sementara pada tahun 2011 cenderung didominasi kelompok umur muda 25 – 29 tahun, secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 25 – 29 tahun yakni sebanyak 31.620 jiwa atau 10,64 % dari penduduk Bangka, kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 30.004 jiwa atau 10,10 % dari penduduk Bangka dan kelompok umur 5 – 9 tahun sebanyak 28.869 jiwa atau 9,72 % dari penduduk Bangka.

Pada tahun 2012 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 37.231 jiwa atau 10,80 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 36.258 jiwa atau 10,52 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 31.969 jiwa  atau 9,19 persen penduduk Bangka.

Pada tahun 2013 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 33.463 jiwa atau 11,00 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 32.329 jiwa atau 10,63 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 28.566 jiwa  atau 9,39 persen penduduk Bangka.
Sedangkan pada tahun 2014 komposisi penduduk di Kabupaten Bangka cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun yakni sebanyak 31.003 jiwa atau 10,16 persen dari penduduk Bangka, kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 30.357 jiwa atau 9,95 persen dari penduduk Bangka dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 27.546 jiwa  atau 9,03 persen penduduk Bangka.

Selengkapnya struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun 2010-2014 tertera pada tabel 2.8.
Tabel  2.8
Struktur Penduduk Menurut Kelompok umur di Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014 (jiwa)
	No
	Kelompok Umur (Tahun)
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	0-4
	24.753
	21.068
	17.165
	15.627
	19.731

	2
	5-9
	23.090
	28.869
	31.658
	24.272
	27.356

	3
	10-14
	23.312
	26.971
	31.969
	24.116
	27.546

	4
	15-19
	24.282
	24.794
	28.043
	25.226
	25.411

	5
	20-24
	28.191
	30.004
	31.276
	28.566
	25.733

	6
	25-29
	27.802
	31.620
	36.258
	32.329
	30.357

	7
	30-34
	22.841
	28.782
	37.231
	33.463
	31.003

	8
	35-39
	18.128
	22.748
	28.141
	25.925
	25.660

	9
	40-44
	16.659
	18.698
	23.295
	21.713
	21.109

	10
	45-49
	17.241
	16.011
	18.952
	17.731
	17.581

	11
	50-54
	15.994
	14.727
	17.038
	15.928
	15.281

	12
	55-59
	11.725
	12.015
	15.059
	13.981
	13.477

	13
	60-64
	7.373
	7.917
	11.068
	10.110
	10.295

	14
	65-69
	5.156
	4.493
	5.974
	5.445
	5.836

	15
	70-74
	5.211
	8.374
	4.683
	4.153
	3.620

	16
	75 +
	5.433
	-
	6.772
	5.600
	5.162

	Jumlah
	277.193
	297.091
	344.582
	304.185
	305.158


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014
Dalam bentuk grafik, piramida penduduk menurut kelompok umur di kabupaten Bangka tahun 2010-2014, tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.1

Penduduk Menurut Kelompok Umur

di Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2014 (Persen)
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d. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan 
Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumberdaya yang sangat berharga bagi suatu wilayah karena menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan. Dengan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang lebih besar, maka suatu wilayah memiliki pasar yang lebih besar pula, apalagi jika ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai. Dengan kemampuan dan sumberdaya penduduk dan tenaga kerja yang baik, maka kemungkinan suatu wilayah kecamatan berkembang akan lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang be enduduk lebih kecil dan sumberdaya manusia yang lebih rendah. Dari aspek lain, makin besar jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu wilayah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang lebih besar. 
Tenaga kerja merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun ditinjau dari sisi sosial. Sisi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebaliknya pula sektor-sektor usaha membutuhkan tenaga kerja (SDM) untuk menggerakkan roda perekonomian. Sedangkan sisi sosial dari tenaga kerja, berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan perekonomian.
Tabel 2.9 

Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2014 (%)

	Lapangan Usaha
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Rataan
	Sektor

	Pertanian
	33,42
	32,10
	30,41
	28,58
	30,71
	31,04
	PRIMER

	Pertambangan &  penggalian
	18,20
	15,16
	14,16
	10,97
	9,78
	13,65
	

	Industri Pengolahan
	3,23
	3,12
	2,46
	2,03
	1,96
	2,56
	SEKUNDER

	Listrik, Gas & Air
	0,59
	0,70
	0,72
	0,84
	0,91
	0,75
	

	Bangunan
	4,26
	4,10
	4,30
	3,80
	4,16
	4,12
	

	Perd. Hotel & Restoran
	16,24
	17,24
	17,93
	19,37
	19,84
	18,12
	TERSIER

	Pengangkutan & Komunikasi
	3,45
	3,62
	3,44
	3,76
	3,96
	3,65
	

	Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan
	1,58
	1,89
	2,29
	2,73
	2,82
	2,26
	

	Jasa-jasa
	19,03
	22,07
	24,30
	27,92
	25,86
	23,84
	

	TOTAL
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	


Sumber : PDRB Kabupaten Bangka (Data Diolah)


Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan struktur tenaga kerja di Kabupaten Bangka tahun 2010 - 2014. Secara rataan, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor primer (40,05 persen) dimana usaha pertanian menyerap 30,71 persen dan usaha pertambangan dan penggalian menyerap tenaga kerja sebesar 9,34 persen dari total sektor ekonomi Kabupaten Bangka. Tenaga Kerja yang terserap di sektor sekunder adalah sebesar 7,03 persen, masih di bawah sektor tersier yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 52,48 persen. Usaha jasa mampu menyerap 25,86 persen tenaga kerja, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,84 persen, sedangkan usaha pengangkutan dan komunikasi serta usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing hanya mampu menyerap 3,96 persen dan 2,82 persen. 

Industri pengolahan hanya mampu menyerap 1,96 persen tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja yang lainnya tersebar ke usaha bangunan (4,16 persen) serta usaha listrik dan air bersih (0,91 persen).
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal  JMD Kabupaten Bangka terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB dan laju inflasi Kabupaten Bangka
Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi
Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bangka cenderung terus membaik, hal ini diindikasikan oleh PDRB, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun konstan (ADHK) yang terus meningkat. Data lengkap perbaikan perekonomian dalam lima tahun terakhir tersebut tersaji pada tabel berikut. 
Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka

dengan Timah Tahun 2010-2014
	Tahun
	PDRB

Harga Berlaku

(Juta  )
	PE

(%)
	PDRB

Harga Konstan

(juta  )
	PE

(%)

	2010
2011
2012
2013
2014
	4.762.417

5.432.142
6.164.237
6.972.939
7.591.863
	13,47

14,06
13,48
13,12
8,88
	2.026.204

2.159.087
2.289.611
2.418.029
2.537.103
	5,08

6,56
6,05
5,61
4,92


Tabel diatas memperlihatkan bahwa PDRB ADHB meningkat dari  . 4.762.417 pada tahun 2010 menjadi  . 7.591.863 pada tahun 2014. Sedangkan ADHK, meningkat dari  . 2.026.204 pada tahun 2010 menjadi  . 2.537.103 pada tahun 2014. Meskipun terus membaik, namun perbaikan tersebut tidak linear dengan pertumbuhannnya. Pertumbuhan ekonomi terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2010, PE 5,08%, meningkat pada tahun 2011 menjadi 6,56% namun mengalami penurunan menjadi 6,05% pada tahun 2012, dan   menjadi 5,61% pada tahun 2013, dan kembali menurun hingga 4,92% pada tahun 2014. Secara umum, fluktuasi ini cenderung disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, karena terjadinya fluktuasi harga terhadap beberapa komoditas utama, seperti lada dan timah. Kedua, karena kebijakan deregulasi perdagangan komoditi timah dan kebijakan pendirian smelter.

Seperti diketahui, perekonomian Kabupaten Bangka sangat tergantung kepada kedua komoditi tersebut. Perubahan kebijakan dan perubahan harga di pasar internasional yang berimbas ke harga di pasar domestik, secara langsung akan juga merubah PDRB-nya.
b. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka

     Pada tahun 2014, struktur ekonomi Kabupaten Bangka berdasarkan harga berlaku diproyeksikan masih menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor primer masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian, yakni mencapai 41,50 persen, yang didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi hingga mencapai 22,11 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (41,92%) kontribusi sektor primer justru mengalami sedikit penurunan yakni mencapai 0,42 persen. Kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai 19,39 persen pada tahun 2014. Kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka diwakili oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 37,35 persen dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 19,31 persen. Berbeda dengan sektor primer, sektor tersier justru mengalami peningkatan kontribusi hingga mencapai 0,21 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (37,14%). Sedangkan sektor sekunder berada pada peringkat ketiga dalam perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 21,15 persen, yang didominasi oleh sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 11,77 persen saja. Kontribusi sektor ini sedikit mengalami kenaikan hingga mencapai 0,21 persen jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya (20,94%). Selengkapnya, nilai dan kotribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB  Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Sektor
	2010
	2011
	2012 
	2013
	2014

	
	
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%

	1
	Pertanian
	1.098.099
	23,06
	1.204.778
	22,18
	1.363.961
	22,13
	1.557.701
	22,34
	1.678.605
	22,11

	2
	Pertambangan & Penggalian
	1.102.152
	23,14
	1.208.197
	22,24
	1.290.289
	20,93
	1.365.515
	19,58
	1.471.853
	19,39

	3
	Industri Pengolahan
	425.972
	8,94
	489.831
	9,02
	531.968
	8,63
	597.557
	8,57
	649.977
	8,56

	4
	Listrik,Gas & Air bersih
	34.400
	0,72
	41.277
	0,76
	48.330
	0,78
	56.633
	0,81
	62.443
	0,82

	5
	Konstruksi
	470.276
	9,87
	565.546
	10,41
	688.271
	11,17
	805.624
	11,55
	893.190
	11,77

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	864.291
	18,15
	1.032.180
	19,00
	1.182.393
	19,18
	1.344.362
	19,28
	1.466.268
	19,31

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	147.827
	3,10
	169.698
	3,12
	192.461
	3,12
	223.557
	3,21
	241.019
	3,17

	8
	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan
	95.160
	2,00
	114.941
	2,12
	136.546
	2,22
	155.140
	2,22
	171.926
	2,26

	9
	Jasa-jasa
	524.241
	11,01
	605.695
	11,15
	730.018
	11,84
	866.850
	12,43
	956.581
	12,60


Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 (Data Diolah)

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Sektor
	2010
	2011
	2012 
	2013
	2014

	
	
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%
	( )
	%

	1
	Pertanian
	604.975
	29,86
	627.835
	29,08
	660.770
	28,86
	706.857
	29,23
	731.979
	28,85

	2
	Pertambangan & Penggalian
	345.126
	17,03
	357.508
	16,56
	365.168
	15,95
	367.441
	15,20
	376.417
	14,84

	3
	Industri Pengolahan
	203.037
	10,02
	215.305
	9,97
	227.901
	9,95
	242.963
	10,05
	255.623
	10,08

	4
	Listrik,Gas, & Air bersih
	14.177
	0,70
	15.940
	0,74
	17.607
	0,77
	18.625
	0,77
	20.411
	0,80

	5
	Konstruksi
	165.081
	8,15
	180.669
	8,37
	200.494
	8,76
	212.570
	8,79
	229.179
	9,03

	6
	Perdagangan, Hotel, & Restoran
	423.180
	20,89
	471.182
	21,82
	502.323
	21,94
	531.666
	21,99
	564.170
	22,24

	7
	Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi
	64.875
	3,20
	68.745
	3,18
	73.830
	3,22
	79.030
	3,27
	82.727
	3,26

	8
	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
	61.635
	3,04
	67.175
	3,11
	73.224
	3,20
	77.786
	3,22
	82.851
	3,27

	9
	Jasa-jasa
	144.119
	7,11
	154.728
	7,17
	168.294
	7,35
	181.091
	7,49
	193.745
	7,64


Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 (Data Diolah)
c. Pendapat Regional Perkapita
Pendapatan Perkapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita diperoleh dari PDRB atas biaya faktor (PDRB dikurang penyusutan dan pajak tak langsung neto) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, pendapatan perkapita merupakan pendapatan regional penduduk yang masih bersifat agregat (rata-rata).
Tabel 2.13
Pendapatan Regional Per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014
	Tahun
	Harga Berlaku

( )
	Pertum-buhan

(%)
	Harga Konstan

( )
	Pertum-buhan

(%)

	2010
	14.103.223
	10,05
	5.889.786
	1,77

	2011
	15.755.849
	11,72
	6.158.012
	4,55

	2012
	17.395.614
	10,41
	6.345.162
	3,04

	2013
	19.188.783
	10,31
	6.518.724
	2,74

	2014
	20.663.489
	7,69
	6.715.302
	3,02

	Rerata  Pertumbuhan
	10,03
	
	3,02


Pertumbuhan positip dari pendapatan regional perkapita mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka semakin baik. Berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2014 adalah sebesar  . 20.663.489 atau turun sebesar 7,69 persen dari  . 19.188.783 pada tahun 2013. Dan selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2010 Pendapatan regional perkapita Kabupaten Bangka atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan rata-rata 10,03 persen.
d. Indek Disparitas Wilayah

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan disparitas pendapatan antar kecamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini,  digunakan teknik analisis Indeks Williamson. Secara detail Indeks Williamson, baik dengan timah maupun tanpa timah tersaji pada tabel berikut.
Tabel 2.14

 Koefisien Disparitas Pendapatan 
Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2014
	Kriteria
	Indeks Williamson (Tahun)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Dengan Timah
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,23

	Tanpa Timah
	0,28
	0,27
	0,26
	0,26
	0,27


Sumber : data diolah, 2015
Tabel diatas menunjukkan kepada kita, bahwa pemerataan pendapatan antar kecamatan dengan timah lebih baik jika dibandingkan tanpa timah. Indeks Williamson pendapatan dengan timah berada dalam kisaran antara 0,23 hingga 0,25, yang secara umum lebih baik dibandingkan pendapatan tanpa timah yang berada pada selang indeks 0,26 hingga 0,28. Disamping itu, tipisnya perbedaan indeks williamson dengan dan tanpa timah mengindikasikan bahwa secara struktural perekonomian daerah cukup mampu berkembang pada saat sektor pertambangan dan penggalian tidak lagi menjadi salah satu core sector perekonomian daerah, karena beberapa core sector seperti pertanian dan perkebunan (leading sector) dan perdagangan, hotel dan restoran diproyeksikan mampu menggantikan peran sektor pertambangan dan penggalian sebagai prime mover, disamping itu, munculnya the next core sector seperti sektor jasa yang dalam kurun waktu terakhir mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan kisaran indeks yang kurang dari 0,30, maka ketimpangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Bangka masih tergolong rendah.  Namun, fenomena ini sekaligus menerangkan bahwa pada beberapa kecamatan, perekonomiannya masih sangat di dominir oleh komoditi timah, baik pertambangan timah maupun industri logam timah sehingga secara langsung masih berdampak terhadap disparitas perekonomian maupun pendapatan. 
e. Koefisien Gini 

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah  kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. 

Ukuran kesenjanga Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

· GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

· 0.4 􀂔GR 􀂔 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

· GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa  secara umum pada periode lima tahun terakhir, Gini Ratio berkisar pada angka 0,28 hingga 0,29, ini berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Jika dirunut secara detail, bahkan kertimpangan pendapatan ini cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Gini Ratio berada pada angka 0,29, angka ini semakin menurun hingga menjadi 0,28 di tahun 2012 dan bahkan menjadi 0,27 pada tahun 2014.

Ketimpangan yang relatif rendah ini umum disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka, diseluruh kecamatan bekerja di sektor pertambangan dan pertanian. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendapatan dari kedua sektor ini relatif sama sehingga distribusi pendapatan juga relatif tersebar merata. Selengkapnya perkembangan Gini Ratio tersebut, tersaji pada tabel berikut.

Table 2.15 
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Bangka pada Periode 
Tahun 2010 hingga 2014
	No
	Tahun
	Gini Ratio

	1
	2010
	0,2905

	2
	2011
	0,2859

	3
	2012
	0,2834

	4
	2013
	0,2829

	5
	2014
	0,2788


Sumber : data diolah, 2015



f. Indeks Pembangunan Manusia
Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend perkembangan IPM dalam tiga tahun terakhir, tersaji pada tabel berikut.
Tabel 2.16
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka
	No
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Indeks Pembangunan Manusia
	72,50
	73,23
	73,67
	74,05
	74,54

	2
	Daya Beli Masyarakat ( . Ribu)
	642,34
	643,97
	648,92
	652,23
	653,54

	3
	Angka Melek Huruf (%)
	96,31
	96,65
	96,71
	96,80
	96,99

	4
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
	7,64
	8,00
	8,10
	8,10
	8,36

	5
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	67,64
	67,85
	68,06
	68,26
	68,47


Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2010 -2014, IPM terus mengalami peningkatan dari 72,50 di tahun 2010 hingga 74,05 di tahun 2013. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit ketiga variabel pembentuk-nya.  Dari sisi pendidikan,  angka melek aksara meningkat dari 96,31 menjadi 96,80 di tahun 2013. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,64 menjadi 8,10 di tahun 2013. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup meningkat dari 67,64 menjadi 68,26 di tahun 2013. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga megalami peningkatan yang luar biasa, dari  . 642,34 menjadi  . 652,23 di tahun 2013. Pada tahun 2014, sebagai dampak pelaksanaan pembangunan,  IPM dan berbagai variabel komposit-nya juga diproyeksi terus mengalami perbaikan. IPM diprediksi mencapai 74,54, dengan capaian variabel daya beli masyarakat  . 653,54, angka melek aksara 96,99, rataan lama sekolah 8,36 dan angka harapan hidup 68,47. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar. 

g. Laju Inflasi

Tabel 2.17 menunjukkan laju inflasi sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Jika pada tahun 2010 inflasi menyentuh level 7,99 persen, maka pada tahun berikutnya mengalami penurunan yakni berada pada level 7,04 persen, dan kembali mengalami penurunan hingga mencapai level 7,01 persen pada tahun 2012, kemudian meningkat mencapai level 7,11 persen pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 besaran inflasi diproyeksi kembali mengalami peningkatan hingga mencapai level 7,84 persen, sehingga secara rataan, inflasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai level 7,49 persen.
Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam tabel 2.17, sebagai berikut :

Tabel 2.17
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bangka 
Tahun 2010 s.d 2014 (Persen)
	Uraian
	2010
	2011
	2012 
	2013
	2014
	Rata-rata pertumbuhan

	Nilai Inflasi
	7,99
	7.04
	7,01
	7,11
	7,84
	7,49


                Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2014 (data diolah)
2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan terhadap indikator-indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

a. Angka Melek Huruf
Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka tercatat di Kabupaten Bangka pada tahun 2013 terdapat 96,80 persen persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca, namun persentase tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yakni sebesar 96,99 persen. Sementara itu, angka melek huruf selama periode 2010 – 2013 cenderung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka melek huruf mencapai 3,69 persen, kemudian menurun menjadi 3,35 persen, kembali menurun hingga mencapai 3,29 persen pada tahun 2012, dan angka melek huruf kembali mengalami penurunan hingga mencapai 3,20 persen pada tahun 2013. 
Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan dalam tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel  2.18
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka
Tahun 2010 s.d  2014
	NO
	Uraian
	Capaian (%)
	Target
(%)

	
	
	2010 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2016

	1
	Persentase Penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca
	96,31
	96,65
	96,71
	96,80
	96,99
	97,15

	2
	Angka melek huruf 
	3,69
	3,35
	3,29
	3,20
	3,01
	2,85


  Sumber : Badan Pusat Statistik Bappeda Kab. Bangka, 2013  

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca pada tahun 2014 mencapai 96,99 persen dan ditargetkan menjadi 97,15 persen pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 0,16 persen. Sedangkan Angka Melek Huruf pada tahun 2014 mencapai 3,01 persen dan ditargetkan menjadi 2,85 persen pada tahun 2016 atau berkurang sebesar 0,15 persen. 





b. Angka Partisipasi Sekolah
Sebagai pendukung sarana dan prasarana yang telah dibangun cenderung diimbangi dengan keberadaan murid yang jumlahnya relatif besar dan juga sangat dibutuhkan. Di Kabupaten Bangka, hingga tahun 2014 jumlah murid untuk usia 7-12 tahun sebesar 31.099 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai 34.541 orang. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SD/MI sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami fluktuasi, jika pada tahun 2010 persentase APS SD/MI sebesar 93,35 persen, maka pada tahun 2014 justru mengalami penurunan hingga menjadi 93,10 persen.

Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs persentase Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2010 sebesar 68,88 persen dan tahun 2011 meningkat menjadi 71,37 persen, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 91,11 persen di tahun 2013, namun ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 72,60 persen pada tahun 2014.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup Kabupaten Bangka, dapat disajikan dalam tabel 2.19, sebagai berikut:
Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Jenjang Pendidikan
	Capaian
	Target

	
	
	2010 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2016

	1
	SD/MI
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Jumlah murid usia 7-12 thn
	35.026
	38.463
	36.436
	34.541
	31.099
	36.183

	1.2.
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
	27.678
	28.869
	31.658
	33.722
	33.413
	37.597

	1.3.
	APS SD/MI (persen)
	93,35
	94,35
	94,95
	102,43
	93,10
	96,24

	2
	SMP/MTs
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Jumlah murid usia 13-15 thn
	11.944
	12.605
	13.097
	14.681
	10.633
	7.452

	2.2.
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
	24.952
	26.971
	31.969
	14.810
	14.640
	9.554

	2.3.
	APS SMP/MTs (persen)
	68,88
	71,37
	72,05
	91,11
	72,60
	78,00


  Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2014 mencapai 93,10 persen dan ditargetkan menjadi 96,24 persen pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 3,14 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 72,60 persen dan  ditargetkan menjadi 78,00 persen pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 5,40 persen. 

c. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah menunjukkan trend yang cenderung terus menurun. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI sebesar 0,66 persen, dimana jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 27.678 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SD/MI hanya sebanyak 183 unit, Rasio tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,51 persen saja pada tahun 2014, dimana jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 35.966 jiwa sedangkan jumlah sekolah SD/MI berjumlah 184 unit saja. ini membuktikan bahwa jumlah gedung sekolah SD/MI yang ada di Kabupaten Bangka belum cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang terus mengalami peningkatan.

Untuk rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs memiliki rasio sebesar 0,21 persen dimana jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 24.282 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs berjumlah 50 unit. Selama periode 2011-2014 rasio yang paling kecil berada pada tahun 2012 yakni hanya sebesar 0,18 persen, dimana jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 28.043 jiwa sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs sebanyak 51 sekolah. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,36 persen, yang menandakan bahwa jumlah sekolah SMP/MTs di Kabupaten Bangka cukup memadai dalam menampung jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun.
Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kabupaten Bangka, dapat disajikan tabel 2.20, sebagai berikut :
Tabel 2.20
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Jenjang Pendidikan
	Capaian
	Target

	
	
	2010 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2016

	1
	SD/MI
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Jumlah gedung sekolah
	183
	183
	175
	184
	184
	190

	1.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
	27.678
	28.869
	31.658
	33.722
	35.966
	36.094

	1.3.
	Rasio (persen)
	0,66
	0,63
	0,55
	0,55
	0,51
	0,53

	2
	SMP/MTs
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Jumlah gedung sekolah
	50
	50
	51
	51
	57
	58

	2.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
	24.282
	24.794
	28.043
	14.810
	15.922
	16.291

	2.3.
	Rasio (persen)
	0,21
	0,20
	0,18
	0,34
	0,36
	0,36


  Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI pada tahun 2014 mencapai 0,51  dan ditargetkan menjadi 0,53 pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 mencapai 0,36  dan ditargetkan menjadi 0,36 persen pada tahun 2016. 

d. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Dari rasio antara murid dan guru terlihat rasionya tidak selalu meningkat secara signifikan, bahkan menurun. Kemungkinan berkurangnya guru adalah karena penempatannya sudah selesai dan belum ada guru pengganti atau sekolah tersebut tutup. Memang dalam suatu perencanaan sekolah harus memperhatikan jumlah murid dan ketersediaan kelas di setiap kecamatan. Tidak setiap kecamatan harus tersedia sekolah, karena itu sistem rayon tetap menjadi acuan ke depan. Bila dilihat dari tabel 2.21 pada tahun 2010 rasio jenjang pendidikan untuk tingkat SD/MI antara jumlah guru dan jumlah murid sebesar 0,06 persen. Namun selama periode 2011 - 2012 rasio antara jumlah murid dan jumlah guru menurun menjadi sebesar 0,05 persen. Kemudian pada tahun 2013 rasio jumlah guru dan murid meningkat menjadi 0,06 persen, dan kembali turun menjadi 0,05 persen pada tahun 2014. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan untuk tingkat SMP/MTs dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung berfluktuatif dengan kisaran 0,07 – 0,08 persen. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yakni menyentuh level 0,08 persen, kemudian mengalami penurunan hingga 0,07 persen saja. Rasio tersebut kembali stagnan atau tetap berada pada level 0,08 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014. 
Hasil analisis rasio jumlah guru/murid Kabupaten Bangka dapat disajikan dalam tabel 2.21, sebagai berikut:
Tabel  2.21
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Jenjang Pendidikan
	2010 
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	SD/MI
	
	
	
	
	

	1.1.
	Jumlah Guru
	2.181
	2.265
	2.122
	2.114
	2.110

	1.2.
	Jumlah Murid
	35.026
	38.463
	36.436
	36.424
	37.444

	1.3.
	Rasio (persen)
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05

	2
	SMP/MTs
	
	
	
	
	

	2.1.
	Jumlah Guru
	929
	953
	943
	952
	987

	2.2.
	Jumlah Murid 
	11.944
	12.605
	13.097
	12.957
	14.315

	2.3.
	Rasio (persen)
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07


  Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tahun 2014
3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator seperti : jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

Penyusunan tabel hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahraga dengan merujuk tata cara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah Kabupaten Bangka, kemudian dibuatkan tabel 2.22 antara lain sebagaimana berikut:
Tabel 2.22
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO
	Capaian Pembangunan
	2010 
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)
	9
	10
	18
	18
	10

	2
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)
	8
	8
	8
	8
	11

	3
	Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten
	360
	361
	361
	366
	367

	4
	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten
	1
	1
	10
	10
	10

	5
	Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)  per 1000 pddk
	0,0036
	0,0034
	0,03
	0,03
	0,03

	6
	Rasio Lapangan olahraga per 1000 pddk 
	1,30
	1,22
	1,20
	1,20
	1,20


                         Sumber :  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2014, 

                                       Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2014
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.
Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:
1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, dan pe ustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Kependudukan dan Catatan Sipil 
Capaian kinerja tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya justru mengalami peningkatan. Indikasinya secara signifikan terlihat dari meningkatnya rasio kepemilikan KTP. Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka jumlah penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2014 sebanyak 305.158 jiwa dengan jumlah penduduk usia 17 keatas sebanyak 220.403 jiwa. Sementara itu jika dilihat pada tabel 2.23 diketahui jumlah penduduk  yang memiliki KTP sebanyak 179.532 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas (wajib KTP) sebanyak 220.403 jiwa dengan tingkat rasio kepemilikan KTP sebesar 81,45 persen.  
Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Kabupaten Bangka 
Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Penduduk Usia 17 + (Wajib KTP)
	211.304
	238.615
	241.080
	230.889
	220.403

	2
	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
	206.801
	238.462
	246.619
	163.520
	179.532

	3.
	Rasio Kepemilikan KTP
	98 %
	100 %
	102 %
	70,82 %
	81,45%


         Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014
Dari berbagai akte yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tahun 2014 menunjukkan bahwa akte kelahiran merupakan akte yang paling sering diterbitkan dengan jumlah keseluruhan mencapai 240.787 lembar. Jumlah akte tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.847 lembar. Kemudian diikuti oleh akte perkawinan yang pada tahun 2014 mencapai 2.579 lembar. Kebalikannya, pengesahan anak merupakan akta yang paling sedikit diterbitkan yakni hanya 6 lembar saja. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2014 mencapai 789,06 akta/1.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 743,10. Secara detail, jenis akta-akta yang diterbitkan Kabupaten Bangka tahun 2010-2014 tersaji pada tabel 2.24.
Tabel 2.24
Jenis Akta-Akta Yang Diterbitkan 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d.2014
	NO
	Jenis Akta-Akta
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Akta Kelahiran
	17.382
	12.635
	5.658
	2.847
	240.787

	2
	Akta Perkawinan
	265
	344
	288
	284
	2.579

	3
	Akta Perceraian
	15
	22
	24
	25
	126

	4
	Akta Kematian
	48
	58
	65
	75
	1.840

	5
	Pengesahan Anak
	9
	60
	72
	82
	6

	6
	Ganti Nama
	56
	41
	58
	60
	-

	7
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
	60
	442
	18
	743,1
	789,06


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka,  2014
b. Ketenagakerjaan 

Dari jumlah pencari kerja seperti yang dijelaskan pada tabel 2.25 dibawah ini. Jumlah penduduk angkatan kerja mengalami peningkatan dari 220.243 orang di tahun 2013 menjadi 38.956 orang di tahun 2014. Jumlah penduduk usia 15 – 64 mengalami peningkatan dari 278.500 orang di tahun 2013 menjadi 290.142 orang di tahun 2014. Jumlah pekerja yang ditempatkan dan jumlah pekerja yang mendaftar ternyata mengalami penurunan pada tahun 2014 yakni masing-masing berjumlah1.001 dan 1.125 orang saja.
Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka 
Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Penduduk angkatan Kerja
	154.256
	133.691
	116.985
	220.243
	38.956

	2
	Jumlah Penduduk  usia 15 – 64
	210.167
	220.094
	338.836
	278.500
	290.142

	3.
	Jumlah Pekerja yang ditempatkan
	371
	408
	1.750
	1.750
	1.001

	4.
	Jumlah Pekerja yang mendaftar
	5.122
	649
	1.977
	1.977
	1.125


                     Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bangka, 2014
c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Di Kabupaten Bangka secara kuantitatif perkembangan koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2010 jumlah koperasi aktif sebanyak 150 unit dan terus meningkat hingga mencapai 169 unit pada tahun 2014. Sedangkan  jumlah UKM yang ada di Kabupaten Bangka berjumlah 47.382 unit pada tahun 2010, menurun menjadi 46.134 pada tahun 2011, namum ternyata mengalami peningkatan hingga mencapai 51.340 unit pada tahun 2012, pada tahun 2013 jumlah UKM kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 51.468 unit dan diproyeksi kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 53.163 unit. Secara detail perkembangan koperasi usaha kecil dan menengah dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.26
Jenis dan Jumlah Koperasi 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	NO.
	INDIKATOR
	TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Koperasi Aktif
	150
	154
	157
	161
	169

	2
	Koperasi Tidak Aktif
	39
	39
	38
	38
	38

	3
	Jumlah Induk Koperasi
	189
	193
	195
	199
	207

	4
	Jumlah Koperasi Primer
	189
	193
	195
	195
	206

	5
	Jumlah KUD
	9
	9
	9
	9
	9

	6
	Jumlah Non KUD
	180
	184
	186
	186
	198

	7
	Usaha Mikro dan Kecil
	47.183
	45.930
	51.083
	51.213
	53.163

	8
	Jumlah UKM
	47.382
	46.134
	51.340
	51.468
	53.447


Sumber : Disperindagkop Kab. Bangka, 2014

d. Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Bangka yang bertujuan meningkatkan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan di bidang kesehatan sangat diperlukan dalam rangka memasuki era globalisasi, di mana perkembangan teknologi, transportasi dan telekomunikasi informasi mengharuskan setiap komponen sumber daya untuk meningkatkan daya saingnya. Bidang kesehatan dan pendidikan merupakan unsur utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari kebijakan nasional dan internasional. Menuju hidup sehat dan berkualitas dan program MDG’s harus terkait dengan program kesehatan.
Di Kabupaten Bangka, jumlah rumah sakit serta balai pengobatan terlihat masih sangat sedikit serta tidak merata. Di mana sampai dengan tahun 2014 tercatat untuk rumah sakit, terdapat 5 unit rumah sakit umum yang terletak di Kabupaten Bangka, meningkat dibandingkan jumlah rumah sakit tahun 2012 yang hanya berjumlah 3 unit saja. Sementara untuk tenaga medis terjadi peningkatan jumlah tenaga medis sampai dengan tahun 2014 dengan rincian dokter umum sebanyak 131 orang, dokter spesialis sebanyak 23 orang dan dokter gigi sebanyak 8 orang, tenaga paramedis keperawatan berjumlah 98 orang dan apoteker berjumlah 43 orang serta tenaga paramedis non keperawatan berjumlah 48 orang. Secara detail jumlah tenaga medis dan keperawatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.27
Jenis Fasilitas Kesehatan 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Jenis Fasilitas Kesehatan
	Jumlah
	Target

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2016

	1.
	Rumah Sakit
	3
	3
	3
	5
	5
	6

	2.
	Tempat tidur
	-
	-
	-
	490
	442
	510

	3.
	Puskesmas
	12
	12
	12
	12
	12
	14

	4.
	Puskesmas Pembantu
	36
	36
	36
	36
	34
	44

	5.
	Praktek Dokter
	46
	70
	74
	94
	153
	170

	6.
	Bidan Praktek Swasta
	-
	-
	25
	43
	46
	50

	7.
	Klinik
	-
	-
	2
	2
	8
	13

	8.
	Apotik
	21
	20
	23
	22
	33
	42


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit pada tahun 2014 mencapai 5 unit dan ditargetkan menjadi 6 unit pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 1 unit. Sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2014 mencapai 12 dan 34 unit  dan ditargetkan menjadi 14 dan 43 unit pada tahun 2016 atau bertambah masing-masing sebesar 2 dan 7 unit. 

Tabel 2.28
Jenis Tenaga Medis dan Keperawatan 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	Uraian
	Jumlah 
	Target

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2016

	Tenaga Medis :
	
	
	
	
	
	

	· Dokter Umum
	71
	46
	28
	88
	131
	139

	· Dokter Spesialis
	18
	9
	10
	32
	23
	35

	· Dokter Gigi
	11
	13
	4
	15
	8
	17

	Tenaga paramedis Keperawatan
	401
	95
	96
	728
	98
	102

	Apoteker
	7
	8
	8
	20
	43
	50

	Paramedis Non Keperawatan
	9
	9
	9
	23
	48
	85


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2014
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi pada tahun 2014 masing-masing mencapai 131, 23 dan 8 orang dan masing-masing ditargetkan menjadi 139, 35 dan 17 orang pada tahun 2016 atau masing-masing terjadi kenaikan sebesar 8, 12 dan 9 orang. Sedangkan jumlah tenaga paramedis keperawatan pada tahun 2014 mencapai 98 orang dan ditargetkan menjadi 112 orang pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 10 orang. 

e. Pekerjaan Umum

Transportasi memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak lebih lanjut terhadap ketersediaan sumber daya. Transportasi juga berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu bangsa. Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bangka mencakup transportasi darat, transportasi laut serta transportasi udara. Transportasi, selain mengemban fungsi pelayanan publik juga dapat dikembangkan sebagai industri jasa.

Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan te encil; melancarkan distribusi barang dan jasa; dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bangka, sebagai wilayah perbatasan dan cenderung terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah.
Walaupun Kabupaten Bangka merupakan kawasan yang berbatasan dengan laut tetapi alat angkut dan sarana perhubungannya sebagian besar menggunakan transportasi darat terutama untuk melayani pergerakan orang atau barang di dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten/kota di dalam wilayah Pulau Bangka. Untuk transportasi darat ini, sarana jalan yang dimiliki Kabupaten Bangka, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Data yang ada menunjukkan bahwa jalan kabupaten yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 adalah sepanjang 734,501 Km. Dilihat dari kondisi jalannya, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 329,576 km dalam kondisi baik, 134,885 Km dalam kondisi sedang dan 206,235 Km dalam kondisi rusak sedang serta 63,805 Km rusak berat. 
Tabel 2.29
Panjang Jalan Propinsi dan Kabupaten Menurut Permukaan Jalan (Km), Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Bangka 
Tahun 2010-2014
	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas (Km)
	
	
	
	
	

	a. Jalan Nasional
	126,866
	126,866
	126,866
	126,866
	126,866

	b. Jalan Propinsi
	61,800
	61,800
	61,800
	158,20
	158,20

	c. Jalan Kabupaten/Kota
	652,710
	652,710
	652,710
	734,501
	734,501

	d. Jalan Desa/Lokal
	448,362
	467,343
	553,415
	365,985
	310,07

	2. Kondisi Jalan (Km)
	
	
	
	
	

	a. Aspal >>Lapen
	8,638
	9,271
	9
	34,215
	33,297

	b. Berbatu
	0
	0
	0
	0
	0

	c. Hotmix & Beton
	475,819
	486,192
	500,62
	516,479
	528,80

	d. Kerikil
	0
	0
	0
	0
	0

	e. Tanah
	168,253
	157,247
	143
	183,807
	172,334

	3. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Km)
	
	
	
	
	

	a. Jalan Baik
	374,876
	303,320
	312,557
	200,578
	329,576

	b. Jalan Sedang
	184,011
	217,784
	204,608
	206,780
	134,885

	c. Jalan Rusak Sedang
	3,380
	33,114
	46,499
	154,872
	206,235

	d. Jalan Rusak Berat
	90,443
	98,492
	89,046
	172,271
	63,805


      Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun  2014
f. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Di bidang kesehatan khususnya Keluarga Berencana (KB) perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka juga tak kalah pentingnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 sebanyak 56.196 PUS dengan peningkatan jumlah peserta KB aktif sampai dengan tahun 2014 sebanyak 45.799 peserta KB.  

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 terdapat 80.549 kepala keluarga. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah keluarga sampai dengan tahun 2014 terdiri dari Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 1.324 kepala keluarga, KS 1 sebanyak 3.630 kepala keluarga dengan persentase kepala keluarga miskin sebesar 6,15 %, terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 2.30
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Uraian


	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah PUS
	47.840
	51.606
	53.213
	54.845
	56.196

	2
	Jumlah Peserta KB Aktif
	37.426
	40.698
	40.881
	42.898
	45.799


Sumber : Kantor KB dan PP Kabupaten Bangka Tahun 2014
Tabel 2.31
Jumlah Pra KS dan KS 1 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Pra KS
	2.763
	2.035
	1.690
	1.697
	1.324

	2
	KS1
	7.799
	6.524
	4.088
	4.181
	3.630

	3
	Jlh. Pra KS & KS 1
	10.562
	8.559
	5.778
	5.878
	4.954

	4
	Jumlah KK
	70.945
	75.679
	76.579
	78.852
	80.549

	5
	% KK Miskin
	14,89
	11,31
	7,54
	7,45
	6,15


Sumber : Kantor KB dan PP Kabupaten Bangka Tahun 2014
g. Kearsipan dan Pe ustakaan

Pe ustakaan merupakan peranan strategis untuk turut mendukung kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam pengusaan informasi. Di kabupaten Bangka sendiri, untuk jumlah koleksi judul buku sampai dengan tahun 2014 meningkat sebesar 8.644 judul buku, jumlah koleksi buku pada tahun 2014 menjadi 15.236 buku, dengan jumlah pengunjung pe ustakaan selama 1 tahun pada tahun 2014 berjumlah 5.468 orang, atau meningkat hampir 112 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2.574 orang saja. 
Tabel 2.32
Jumlah Kearsipan, Koleksi Buku dan Pengunjung Pe ustakaan

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah SKPD
	48
	48
	48
	48
	48

	2
	Jumlah SKPD yang menerapkan Manajemen Kearsipan secara baku
	4
	5
	5
	13
	48

	3
	Jumlah koleksi judul buku di Pe ustakaan daerah
	6.637
	7.228
	7.678
	8.044
	8.644

	4
	Jumlah koleksi buku di Pe ustakaan daerah
	13.977
	14.568
	15.159
	15.865
	15.236

	5
	Jumlah Pengunjung Pe ustakaan selama 1 tahun
	2.681
	2.612
	2.574
	2.574
	5.468


Sumber : Kantor Pe ustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2014
h. Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Te enuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting disamping ketersediaan pangan nasional itu sendiri. Dengan te enuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka te enuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi. Dari data pada tabel 2.33 dibawah ini, bahwa rata-rata jumlah stock pangan (beras) pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni  mencapai 39.730.000 Kg. Jumlah stock tersebut merupakan yang terbesar kedua dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan yang rata-rata jumlah stock pangan pada tahun 2013 merupakan yang terbesar dengan rata-rata jumlah mencapai 41.445.206 Kg. Sedangkan pada tahun 2011 rata-rata jumlah stock pangan mencapai 1.342.057 Kg, mengalami penurunan hingga mencapai 999.542 Kg pada tahun 2012.
Tabel 2.33
Rata-Rata Jumlah Stock Pangan Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Bangka

	No.
	Uraian
	Capaian
	Target

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg)
	892.843
	1.342.057
	999.542
	41.445.206
	39.730.000
	44.553.596


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun  2014
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata jumlah stock pangan pada tahun 2014 mencapai 39.730.000 Kg dan ditargetkan menjadi 44.553.596 kg pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 4.823.596 kg. 

i. Sosial

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 menurun sebanyak 1.509 orang, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 sebanyak 5.778 dan 2.481 orang. Pada tabel 2.34 dibawah ini menunjukkan penduduk penyandang masalah sosial dimana penyandang cacat di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.009 orang, jumlah penghuni panti asuhan sebanyak 87 orang  sedangkan untuk komunitas adat te encil sampai dengan tahun 2014 sebanyak 50 orang.

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk Miskin, Penduduk Penyandang Masalah Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	URAIAN
	TAHUN
	SATUAN

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	1. Jumlah Penduduk miskin
	10.562
	8.559
	5.778
	2.481
	1.509
	Orang

	2. Penduduk Penyandang Masalah Sosial
	
	
	
	
	
	

	a. 
Penduduk rawan Sosial dan Sarana
	
	
	
	
	
	

	1). 
Lanjut Usia Terlantar
	200
	257
	257
	257
	258
	Orang

	2). 
Komunitas Adat Te encil
	85
	0
	30
	50
	50
	Orang

	3). 
Penyandang Cacat
	1.009
	1.045
	1.049
	1.045
	1.009
	Orang

	4). 
Penyandang Tuna Netra
	-
	76
	76
	86
	86
	Orang

	5). 
Penyandang Tuna Wicara-Rungu
	-
	207
	207
	220
	220
	Orang

	6). 
Penyandang Tuna Daksa
	-
	396
	396
	396
	298
	Orang

	7). 
Pengungsi dan Korban Bencana
	-
	-
	21
	149
	3.099
	Orang

	b. 
Jumlah Penghuni Panti Asuhan
	-
	-
	341
	288
	87
	Orang

	3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	
	
	
	
	
	

	a. 
Karang Taruna
	41
	41
	41
	41
	177
	Orang

	b. 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
	-
	-
	8
	8
	8
	Orang


Sumber
 : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2014
2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Ini yang menjadi faktor investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan adalah berupa barang dan jasa. Sektor ini dibentuk oleh 3 (tiga) sub sektor yaitu : sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel dan sub sektor restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sector yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.

Berdasarkan jumlah PMDN dan PMA untuk tahun 2010, dimana jumlah PMDN sebesar  . 27.868.000.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan PMA tahun 2010 sebesar 2.504.380 Dollar U$ (Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dólar Amerika Serikat). Untuk tahun 2010 dan 2011 jumlah PMDN sebesar  . 27.868.000.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), untuk PMA pada tahun 2011 sebesar 4.260.987 Dollar U$ (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Dólar Amerika Serikat). Pada tahun 2012 jumlah PMDN dan PMA meningkat cukup signifikan, dimana PMDN sebesar  . 150.868.000.000 (Seratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan PMA sebesar 7.364.644 Dollar U$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Dólar Amerika Serikat). Pada tahun 2014 jumlah PMDN dan PMA mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana PMDN sebesar  . 183.868.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan PMA diproyeksi sebesar 20.009.431 Dollar U$ (Dua Puluh Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Dólar Amerika Serikat). Jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Bangka Tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel 2.35 sebagai berikut :
Tabel  2.35
Jumlah Investor PMDN/PMA 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	Tahun
	Uraian
	PMDN
	PMA (U$)

	2010
	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan
	27.868.000.000
	2.504.380

	2011
	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan
	27.868.000.000
	4.260.987

	2012
	2 Investor (Bidang Pertambangan dan Energi / Perdagangan
	150.868.000.000
	7.364.644

	2013
	13 Investor  (Bidang Pertambangan dan Energi / Perkebunan dan Peternakan / Perdagangan, Hotel dan Restoran
	571.416.427.836
	269.471.724

	2014
	8 investor (Bidang Perkebunan, Pariwisata, Industri dan Perikanan)
	183.868.000.000
	20.009.431


Sumber : Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2014
b. Pertanian 
Di Kabupaten Bangka untuk Sub Sektor Pertanian saat ini adalah program pembangunan dan pengembangan yang diprioritaskan. Dimana sampai dengan tahun 2014 untuk luas panen padi seluas 2.362 ha dengan jumlah produksi gabah sebesar 4.866 ton. Untuk produksi beras sampai dengan tahun 2014 sebesar 3.163 ton dengan jumlah konsumsi beras pertahun sebesar 24.108 ton/tahun.

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2014 seluas 221 ha, dengan jumlah produksi sebesar 1.668 ton. Sedangkan untuk jumlah konsumsi pertahun sampai dengan tahun 2014 sebesar 579,80 ton/pertahun, sedangkan untuk luas areal produksi jenis singkong sampai dengan tahun 2014 sebesar 595 ha, dengan jumlah produksi 4.728 ton serta jumlah konsumsi pertahun sebesar 12.084 ton/pertahun.
Tabel 2.36
Luas Produksi Padi, Jagung dan Singkong

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	URAIAN
	TAHUN
	SATUAN

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	· Padi
	
	
	
	
	
	

	1). 
Luas Areal Produksi (Panen)
	2.265
	3.339
	1.463
	1.806
	2.362
	Ha

	2). 
Jumlah Produksi Gabah
	4.584
	776
	3.264
	3.700
	4.866
	Ton

	3). 
Produksi Beras
	2.980
	505
	2.122
	2.220
	3.163
	Ton

	4). 
Jumlah Konsumsi Beras
	32.026
	35.766
	39.185
	26.567
	24.108
	Ton/ Tahun

	· Jagung
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Areal Produksi (Panen)
	194
	92
	265
	50
	221
	Ha

	2). 
Jumlah Produksi
	582
	276
	195
	150
	1.668
	Ton

	3). 
Jumlah Konsumsi
	11.139
	31.107
	27.258
	2.102
	579,80
	Ton/ tahun

	· Singkong dan Hasil Umbi-Umbian
	
	
	
	
	
	

	1). 
Luas Areal Produksi (Panen)
	387
	316
	371.00
	510
	595
	Ha

	2). 
Jumlah Produksi
	2.582
	2.139
	2.651
	3700
	4.728
	Ton

	3). 
Jumlah Konsumsi
	3.445
	6.189
	32.370
	8.511
	12.084
	Ton/ tahun


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2014
c. Peternakan

Di daerah Kabupaten Bangka umumnya usaha di sub sektor peternakan yang dilakukan masyarakat saat ini hanya merupakan peternakan rakyat yang diusahakan secara sambilan. Seperti penjelasan pada tabel 2.37 dibawah ini sampai dengan tahun 2014 untuk jumlah populasi sapi sebanyak 1.041 ekor, kambing 211 ekor, babi 21.233 ekor, ayam buras sebanyak 124.888 ekor, ayam pedaging sebanyak 3.126.180 ekor serta itik sebanyak 34.717 ekor. Sedangkan untuk industri peternakan untuk jumlah perusahaan pembibitan ayam sebanyak 2 buah dan jumlah rumah potong hewan sebanyak 5 buah. 
Tabel 2.37
Jumlah Populasi dan Industri Peternakan 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	URAIAN
	TAHUN
	SATUAN

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	· Ternak Sapi Potong
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Populasi
	741
	529
	622
	712
	1.041
	Ekor

	2). 
Jumlah Pemotong-an per Tahun
	1.500
	1.748
	1.800
	1.320
	2.158
	Ekor

	3). 
Rata-Rata Kepemilikan
	29
	21
	25
	5
	17
	Ekor

	· Ternak Kecil
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Populasi Kambing
	234
	281
	821
	979
	211
	Ekor

	2). 
Jumlah Populasi Domba
	
	
	
	
	
	

	3). 
Jumlah Populasi Babi
	16.574
	19.889
	10.945
	13.642
	21.233
	Ekor

	· Unggas
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Ayam Buras
	131.617
	157.940
	102.357
	94.080
	124.888
	Ekor

	2). 
Ayam Pedaging
	
	
	
	
	
	

	a. 
Jumlah Populasi
	3.197.225
	3.836.670
	5.163.004
	1.747.128
	3.126.180
	Ekor

	b. 
Jumlah Peternak
	-
	-
	-
	8.736
	-
	

	c. 
Jumlah Produksi
	4.691.646
	4.926.228
	10.791
	883.316
	1.948.062
	Ekor/Tahun

	d. 
Rata-Rata Kepemilikan per Peternak
	21.314
	25.577
	34.420
	200
	-
	Ekor /KK/ Tahun

	3). 
Itik
	
	
	
	
	
	

	a. 
Jumlah Populasi
	22.700
	27.240
	139.542
	242.004
	34.717
	Ekor

	b. 
Jumlah Peternak
	50
	50
	50
	1.210
	-
	Peternak

	c. 
Jumlah Produksi
	29.693
	31.178
	33.304
	34.309
	20.755
	Ekor/ Tahun

	d. 
Rata-Rata Kepemilikan per Peternak
	10
	12
	58
	200
	-
	Ekor/ Peternak

	· industri Peternakan
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam
	-
	1
	1
	1
	2
	Buah

	a. 
Jumlah Rumah Potong Hewan ( H)
	3
	3
	3
	3
	5
	Buah


   Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2014
d. Kehutanan

Sub sektor kehutanan sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian juga memberikan peranan yang relatif besar dalam pembangunan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Luas lahan kritis sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Bangka seluas 33.638,59 Ha, untuk luas lahan reboisasi seluas 172 Ha, luas lahan penghijauan seluas 175 Ha, serta untuk luas land use di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 seluas 0 ha. Sedangkan untuk hasil hutan ikutan dalam daerah Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2014 antara lain : Kayu Bulat sebanyak 1.707,000 M3.
Tabel 2.38
Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan, Land Use dan Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Bangka 
Tahun 2010 s.d 2014
	URAIAN
	TAHUN
	SATUAN

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	a. 
Hasil Hutan Non HPH
	
	
	
	
	
	

	1)
 Kayu Bulat
	326,85
	446,48
	1.078,37
	753,366
	1.707,000
	M3

	b. 
Luas Lahan Kritis
	92.636
	92.341
	91.582
	76.030,62
	33.638,59
	Ha

	c. 
Luas Lahan Reboisasi
	210
	126
	142
	125
	172
	Ha

	d. 
Luas Lahan Penghijauan
	85
	633
	964
	798
	175
	Ha

	e. 
Luas Land Use (Penggunaan Lahan) Lainnya Di Luar Hutan Negara
	194.553,40
	194.553,40
	194.553,40
	194.553,40
	-
	Ha


Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2014
e. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relative besar untuk dikembangkan.

Untuk jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 25.022 ton, sementara itu untuk sarana dan prasarana penangkap ikan di laut dengan jumlah kapal penangkap ikan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 2.334 unit. sedangkan untuk jumlah rumah tangga perikanan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3.321 kepala keluarga dan untuk jumlah tempat pelelangan ikan sebanyak 1 unit sampai dengan tahun 2013.

Untuk sub sektor perikanan darat luas tambak sampai dengan tahun 2013 seluas 120 ha dengan umlah produksi perikanan darat sebesar 81 ton. Sedangkan untuk luas kolam seluas 15,28 ha serta jumlah produksi rumah tangga meningkat menjadi 179,87 ton sampai dengan tahun 2013.
Tabel 2.39
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat 

Kabupaten Bangka Tahun 2010 s.d 2014
	URAIAN
	TAHUN
	SATUAN

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	· Perikanan Laut
	
	
	
	
	
	

	1). 
Jumlah Tangkapan
	20.515
	23.793
	24.616
	25.023
	
	Ton

	2). 
Jumlah Kapal Penangkap Ikan
	2.214
	2.323
	2.334
	2.334
	
	Unit

	3). 
Jumlah Rumah Tangga Perikanan
	4.123
	3.697
	4.454
	3.321
	
	KK

	4). 
Jumlah Tempat Pelelangan Ikan
	2
	2
	2
	1
	
	Unit

	· Perikanan Darat
	
	
	
	
	
	

	1). Tambak
	
	
	
	
	
	

	a. 
Luas
	234,91
	138
	138
	120
	
	Ha

	b. 
Jumlah Produksi Perikanan Darat
	44
	23,33
	99
	81
	
	Ton

	2). Kolam
	
	
	
	
	
	

	a. 
Luas
	17.889
	13,64
	15,27
	15,28
	
	Ha

	b. 
Jumlah Produksi Rumah Tangga
	525.701
	90.441
	198,37
	179,87
	
	Ton


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2014
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi 
Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:
1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri.
Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut :

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Bangka lebih lanjut perlu dilakukan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah. Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/sub sektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/ urgensi dari program/ sub program maupun sektor/ sub sektor yang harus diprioritaskan.

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan pembangunan program pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan pembangunan program pengembangan struktur tata ruang (pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah). Pada tahun 2011 realisasi RTRW sebanyak 7 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 40 ketaatan dan rasio sebesar 0,18 persen, untuk tahun 2012 realisasi RTRW sebanyak 110 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 60 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 1,83 persen, tahun 2013 realisasi RTRW 100 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 95 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 1,05, sedangkan pada tahun 2014, rencana peruntukan RTRW ditargetkan sebesar 80 persen, dan terealisasi mencapai 54,66 persen atau sebesar 68,33 persen dengan rasio ketaatan mencapai 0,68. Secara detail  hasil pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka tahun 2011-2014 pada tabel 2.40 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Rasio Ketaatan terhadap RTRW

Kabupaten Bangka Tahun 2011-2014
	NO
	Uraian
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Realisasi Ketaatan RTRW
	7
	110
	100
	54,66

	2.
	Rencana Peruntukan RTRW
	40
	60
	95
	80

	3.
	Persentase
	17,50
	183,33
	105,26
	68,33

	4.
	Rasio (1/2)
	0,18
	1,83
	1,05
	0,68


Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2014
b. Luas wilayah produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2013 memiliki luas sebesar 90.194,86 ha. Termasuk dalam kawasan produktif  ini adalah kawasan pertanian. kawasan permukiman. pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur. mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

1. kawasan peruntukkan hutan produksi;

2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :

· kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
· kawasan peruntukkan pertanian lahan kering

3. kawasan peruntukkan perkebunan;

4. kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;

5. kawasan peruntukkan peternakan;

6. kawasan peruntukkan perikanan;

7. kawasan peruntukkan pertambangan;

8. kawasan peruntukkan industri;

9. kawasan peruntukkan pariwisata;

Untuk menghitung luas wilayah produktif Kabupaten Bangka  disusun pada tabel 2.41, sebagai berikut :
Tabel 2.41
Persentase Luas Wilayah Produktif

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2014
	NO
	Uraian
	2013
	2014

	1.
	Luas Wilayah Produktif
	44,3
	77,14

	2.
	Luas Seluruh Wil. Budidaya
	88,7
	86,60

	3.
	Rasio (1./2.)
	66,5
	81,87


Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2014
2. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas disajikan dalam tabel 2.42, sebagai berikut :
                                           Tabel 2.42
Angka Kriminalitas 
Kabupaten Bangka Tahun 2012 s.d 2014
	No
	Jenis Kriminal
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
	312
	594
	676

	2.
	Jumlah Penduduk
	344,582
	304.130
	305.158

	3.
	Angka Kriminalitas (1)/(2) 
	0,01
	0,002
	0,002


Sumber : Polres Bangka Tahun 2014
b. Lama Proses Perijinan

Proses Penerbitan Perijinan di Kabupaten Bangka antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari. Dimana Kantor Pelayanan Perizinan Te adu yang selanjutnya disingkat KPT adalah SKPD yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan. Adapun pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di Kabupaten Bangka meliputi 13 (tiga belas) bidang, yaitu :

1. Bidang Kesehatan

2. Bidang Pekerjaan Umum

3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

4. Bidang Perhubungan

5. Bidang Lingkungan Hidup

6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

7. Bidang Kelautan dan Perikanan

8. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

9. Bidang Pertanahan

10. Bidang Peternakan

11. Bidang Kehutanan

12. Bidang Pendapatan

13. Bidang Pendidikan

Untuk penerbitan izin bidang kesehatan terdiri dari 24 (dua puluh empat) perizininan, bidang Pekerjaan Umum terdiri 2 (dua) perizinan, bidang Perindustrian dan Perdagangan terdir dari 6 (enam) perizinan, bidang Perhubungan 2 (dua) perijinan, bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 5(lima) perijinan, bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas) perijinan, bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) perijinan, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidag Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Kehutanan terdiri dari 1 (satu) perijinan, bidang pendapatan terdiri dari 2 (dua) perijinan dan bidang pendidikan terdiri dari 1 (satu) jenis perijinan.

 Dalam ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Te adu di Daerah, sehingga dengan peraturan Bupati tersebut penerbitan izin sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis sehingga pembangunan di bidang investasi di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
c. Pajak dan Retribusi Daerah

Di Kabupaten Bangka salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) ada di sektor pajak dan retribusi, dimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka, sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

· Pajak Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Walet

4. Pajak BPHTB

5. Pajak Air Bawah Tanah

6. Pajak Minyak, Energi dan Bahan Bakar

7. Pajak Reklame

8. Pajak Parkir

· Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

5. Retribusi Pelayanan Pasar

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
· Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Jasa Usaha

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dan Villa

· Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

d. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Penataan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bangka untuk mendukung iklim usaha sudah dilakukan secara bertahap dari tahun 2009. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin menginvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan ketetntuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka

Untuk tahun 2009 terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dimana besarnya retribusi yang diambil untuk keperluan non industri besar sebesar  . 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu ruiah) per satu ijin, sedangkan untuk non industri kecil besarnya retribusi yang diambil sebesar  . 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per satu ijin.

Untuk tahun 2011 terdapat 3 Perda yang sangat dominan dalam hal mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tahun 2012 ada 8 (delapan) Perda yang dalam hal ini sangat efisien dalam hal mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tambang Mineral.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bangka.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
e. Desa Swasembada

Dari jumlah seluruh Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Bangka menurut klarifikasi Desa untuk tahun 2014 Desa Swadaya sebanyak 62 Desa dari 71 Desa yang ada di Kabupaten Bangka. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mana desa swakarsa berjumlah 8 desa namun desa swadaya mengalami penurunan yakni hanya sebanyak 26 desa saja. 
Tabel 2.43
Klasifikasi Desa di Kabupaten Bangka

Tahun 2010 – 2014
	NO 
	KLASIFIKASI DESA
	JUMLAH

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Swasembada
	-
	-
	 -
	-
	-

	2
	Swakarya
	8
	8
	 8
	8
	-

	3
	Swadaya
	62
	62
	 63
	26
	62

	 
	Jumlah Desa
	70
	70
	 71
	34
	62


Sumber :  BPM dan Pemdes, 2014
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi  RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014, tahun berjalan, dan realisasi  RPJMD masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pencaspaian target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi program pembangunan yang harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/ kegiatan dikaitkan dengan proses/ tahapan perencanaan sebelumnya.

Adapun realisasi program/ kegiatan berdasarkan realisasi anggaran SKPD sebagai berikut : 
Table 2.44

Rincian Realisasi Anggaran Tingkat SKPD
Kabupaten Bangka Tahun 2014
	No.
	Nama SKPD
	Rata-rata Tingkat Capaian SKPD
	Predikat Tingkat Capaian SKPD



	
	
	Anggaran (Rp )
	Realisasi  (%)
	

	1
	SEKRETARIAT DPRD
	34,516,022,232 
	83.43%
	Tinggi

	2
	SEKRETARIAT DAERAH
	                                 33,508,585,082 
	83.11%
	Tinggi

	3
	INSPEKTORAT
	                                   1,028,250,839 
	81.40%
	Tinggi

	4
	BAPPEDA
	                                   2,385,789,276 
	74.31%
	Tinggi

	5
	BLH
	                                   9,178,318,639 
	91.87%
	Sangat Tinggi

	6
	BKPP
	                                   3,980,676,765 
	51.12%
	Sangat Rendah

	7
	BPMPD
	                                      854,657,842 
	94.39%
	Sangat tinggi

	8
	BKP
	                                   2,248,525,333 
	75.65%
	Tinggi

	9
	BNK
	                                      885,200,810 
	94.00%
	Sangat Tinggi

	10
	BPModal
	                                   1,876,633,337 
	85.99%
	Tinggi

	11
	DINAS PENDIDIKAN
	                                 68,227,810,907 
	86.83%
	Tinggi

	12
	DINAS KESEHATAN
	                                 43,107,761,685 
	82.06%
	Tinggi

	13
	DINAS PU
	                                 12,190,125,820 
	82.13%
	Tinggi

	14
	DPPKAD
	                              100,013,849,606 
	78.77%
	Tinggi

	15
	DUKCAPIL
	                                   4,039,874,304 
	95.05%
	Sangat Tinggi

	16
	DISPORA
	                                   7,897,465,806 
	84.59%
	Tinggi

	17
	DISBUDPAR
	                                   3,644,234,783 
	91.50%
	Sangat Tinggi

	18
	DISPERINDAG
	                                   3,722,753,524 
	94.66%
	Sangat Tinggi

	19
	DISHUTBUN
	                                   2,305,428,526 
	87.81%
	Tinggi

	20
	DKP
	                                   9,049,960,500 
	58.80%
	Rendah

	21
	DISPERNAK
	                                   7,366,015,076 
	94.45%
	Sangat Tinggi

	22
	DISTAMBEN
	                                   4,256,469,655 
	71.44%
	Sedang

	23
	DISHUBKOMINFO
	                                   3,876,560,196 
	93.02%


	Sangat Tinggi

	24
	DINSOSNAKER
	                                 19,181,443,620 
	91.27%
	Sangat Tinggi

	25
	Kantor PelayananTe adu
	                                   1,288,988,227 
	83.58%
	Tinggi

	26
	Satpol PP
	                                   2,864,600,672 
	92.78%
	Sangat Tinggi

	27
	KBPP
	                                   1,565,714,224 
	89.05%
	Tinggi

	28
	Kesbangpol
	                                   1,173,493,520 
	90.07%
	Sangat Tinggi

	29
	KANTOR PE USTAKAAN DAN KARSIPAN
	                                   4,195,219,565 
	84.90%
	Tinggi

	30
	RSUD
	                                 43,986,091,068 
	113.32%
	SangatTinggi

	31
	SEKRETARIAT KO RI
	                                      722,840,102 
	92.79%
	SangatTinggi

	32
	Kec. Sungailiat
	                                      647,311,779 
	33.97%
	SangatRendah

	33
	Kec. Pemali
	                                      470,521,726 
	21.39%
	Rendah

	34
	Kec. Merawang
	                                      642,054,268 
	29.73%
	Rendah

	35
	Kec. Mendo Barat
	                                      771,990,098 
	34.06%
	Rendah

	36
	KECAMATAN PUDING BESAR
	                                      706,705,493 
	32.21%
	Rendah

	37
	KECAMATAN BAKAM
	                                      713,814,090 
	30.90%
	SangatRendah

	38
	KECAMATAN RIAU SILIP
	                                      668,938,750 
	31.77%
	SangatRendah

	39
	Kec. Belinyu
	                                      610,680,740 
	28.80%
	Rendah

	40
	KELURAHAN SUNGAILIAT
	                                      652,245,734 
	97.55%
	Sangat Tinggi

	41
	KELURAHAN PARIT PADANG
	                                      750,826,800 
	94.02%
	Sangat Tinggi

	42
	KELURAHAN SRI MENANTI
	                                      545,595,398 
	96.43%
	Sangat Tinggi

	43
	KELURAHAN SINAR BARU
	 399,453,981 
	95.05%
	Sangat Tinggi

	44
	KELURAHAN KENANGA
	                                      409,416,342 
	93.03%
	Sangat Tinggi

	45
	KELURAHAN KUDAY
	                                      708,642,760 
	96.66%
	Sangat Tinggi

	46
	KELURAHAN KUTO PANJI
	                                      370,568,393 
	96.91%
	Sangat Tinggi

	47
	KELURAHAN AIR JUKUNG
	                                      377,046,147 
	97.15%
	Sangat Tinggi

	48
	KELURAHAN BUKIT KETOK
	                                      533,786,480 
	97.12%
	Sangat Tinggi

	
	Rata-rata
	
	83.79%
	Tinggi


2.2.1 Analisis Kendala realisasi anggaran SKPD

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan evaluasi pencapaian realisasi anggaran SKPD yang dikategorikan predikat tingkat capaian SKPD masing-masing sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah, ada 1 (satu) SKPD melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu: SKPD RSUD Sungailiat yang mencapai persentase 113,32 % dikarenakan telah ditetapkannnya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 1.88.45/810/RSUD/2011 Tanggal 16 Desember 2011 dan berdasarkan Permendagri Nomor: 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA dan dilaksanakan melalaui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah. 

Selain itu, masih ditemui sepuluh (10) SKPD yang dikategorikan rendah dan sangat rendah, yaitu : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kecamatan Bakam, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip, dan Kecamatan Sungailiat.

Adapun penyebab realisasi anggaran yang terjadi di SKPD sebagai berikut:
a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berdasarkan realisasi anggaran 51.12% (Sangat rendah). Kendala yang terjadi:
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal memiliki kendala pengiriman peserta Diklat PIM II, III, dan IV tergantung kuota yang diberikan oleh pihak penyelenggara.
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Diklat Manajemen Administrasi Keuangan Desa memiliki kendala karena peserta diklat tidak menginap di Hotel tempat pelaksanaan diklat.
·    Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur/ Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS memiliki kendala karena anggaran untuk sewa Komputer tidak terpakai karena tes CPNS meminjam gedung empat (4) sekolah.
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Penempatan CPNS/ PNS memiliki kendala karena kegiatan pelantikan PNS tergantung kebutuhan.
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian (SAPK Online) memiliki kendala, karena tidak ada kerusakan jaringan SAPK
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Penangan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS memiliki kendala karena sedikitnya jumlah kasus pelanggaran yang harus diselesaikan.
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas memiliki kendala karena anggaran untuk pendidikan profesi dokter spesialis banyak tidak terserap karena tidak adanya dokter yang lulus ujian masuk dokter spesialis

·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Seleksi Penerimaan Cpns Daerah Dari Formasi Honorer memiliki kendala tidak dilaksanakan dikarenakan belum ada petunjuk teknis penerimaan CPNS dari formasi honorer.
·    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ Kegiatan Assement Pejabat Struktural memiliki kendala karena anggaran assement ditanggung masing-masing SKPD.
b. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan realisasi anggaran 58.80% (Rendah). Kendala yang terjadi:
· Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir/ Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil memeiliki kendala karena anggaran tidak mencukupi berdasarkan informasi Kementerian Kelautan.

· Program Pemberdayaan Dalam Pengawasan dan Pegendalian Sumberdaya Kelautan/ Kegiatan Pembangunan Tambat Labuh Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat, Kampung Nelayan Kecamatan Sungailiat, Desa Pejem Kecamatan Belinyu, Dan Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat memiliki kendala, lokasi yang akan dibangun masuk kawasan Hutan Lindung.

· Program Pengembangan Budidaya Perikanan/ Kegiatan Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar Untuk Masyarakat memiliki kendala karena debit air yang ada di tempat pemijahan benih ikan nya dalam hal Balai Benih Ikan (BBI) tidak mencukupi dikarenakan musim kemarau yang panjang.
·    Program Pengembangan Budidaya Perikanan/ Kegiatan Pembangunan Unit Palayanan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya memiliki kendala tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK 2014.
c. Delapan (8) Kecamatan berdasarkan realisasi anggaran rendah.                  Kendala yang terjadi:
·    Pada program SATAM EMAS belum ada Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis yang jelas untuk pelaksanaan di semua Kecamatan wilayah Kabupaten Bangka.
Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan dalam kategori realisasi anggaran rendah dan sangat rendah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
Adapun hal yang perlu dilakukan oleh pihak SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) adalah melakukan koordinasi dan konsultasi tentang seleksi penerimaan CPNS umum dan honorer ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri sebelum perencanaan tahun berjalan, sehingga perencanaan penganggaran Program/ Kegiatan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

b) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh pihak SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) adalah melakukan koordinasi dan konsultasi tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis dana DAK ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum perencanaan tahun berjalan, sehingga perencanaan penganggaran Program/ Kegiatan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
c) Delapan (8) Kecamatan se-Kabupaten Bangka

Untuk delapan (8) Kecamatan se-Kabupaten Bangka tentang Program/ Kegiatan SATAM EMAS sebaiknya koordinasi serta konsultasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kejelasan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang baku.


Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan yang terdapat pada Lampiran RKPD ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sebagaimana tercantum dalam Tabel rincian evaluasi RKPD berdasarkan SKPD Kabupaten Bangka Tahun 2014.
2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD  

Adapun yang menjadi masukan pokok-pokok pikiran DPRD, adalah

a. Alokasi dana urusan pendidikan minimal 20%

b. Alokasi dana urusan kesehatan minimal 12%

c. Alokasi dana urusan infrastruktur minimal 12%

d. Fokus pada pencapaian pertanian yang tangguh

e. Fokus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani

f. Fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
g. Fokus dalam perbaikan pengelolaan sumber daya alam yang lestari
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berikut beberapa permasalahan yang memiliki nilai prioritas bagi Kabupaten Bangka  yang secara langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya RPJMD 2014-2018, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, MDG’s, SPM, isu strategis RKPD tahun 2016, dan 
2.4.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 
Sejalan dengan upaya Pemkab Bangka dalam membangun pemerintahan yang baik, beberapa faktor yang diberi aksentuasi kuat, karena memang berasal dari berbagai isu yang mencuat dari 10 prioritas dan sasaran daerah adalah:   
(1)   Pertanian: meningkatnya  produktivitas   pertanian dan perikanan; 
(2) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan: Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah yang  belum memadai; 
(3)   Pendidikan: Meningkatnya rata-rata lama sekolah; 
(4)   Kesehatan: Meningkatnya usia harapan hidup; 
(5)  Kebudayaan dan Pariwisata: Meningkatnya   usaha   pariwisata   yang    berdaya  dan berbasis masyarakat;  
(6)  Perekonomian: Perekonomian  Rakyat yang Perlu Ditumbuhkembangkan; 
(7)   Infrastruktur: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang belum memadai

(8)   Penanggulangan Kemiskinan: Menurunnya angka kemiskinan;
(9)   Lingkungan Hidup: Meningkatnya   upaya    kelestarian    dan    kualitas
lingkungan hidup;

(10)   Penataan Ruang: Meningkatnya  pemanfaatan penataan ruang.

Hal ini dirasa sangat mendesak karena ke 10 prioritas dan sasaran daerah tersebut   berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan yang dampaknya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Secara umum beberapa isu strategis yang muncul ditengah pemangku kepentingan dan menjadi bahan analisis kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Prioritas Pertanian: Meningkatnya  produktivitas   pertanian,   perikanan 
Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kompetensi untuk menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga pola pikir masyarakat terbatas dikarenakan adanya ketergantungan produk dari luar daerah. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mengatasi masalah dengan Percepatan pembukaan lahan pertanian dan penerapan teknologi tepat guna sehingga terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

2. Prioritas Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang meliputi: Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas  Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah yang  belum memadai.
Manusia merupakan objek sekaligus subjek pembangunan, terlebih lagi kesejahteraan masyarakat yang merupakan target utama dari tujuan pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah. Proses pengelolaan pemerintahan yang amanah ini tidak terlepas dari kualitas SDM aparatur pemerintahan daerah. Selain itu, profesionalisme PNS menjadi agenda yang mutlak mendapatkan perhatian pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik Implikasinya, tujuan pertama dari proses pembangunan di Kabupaten Bangka adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu merupakan aspek yang multidimensional, ada aspek pendidikan, kesehatan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan generasi muda. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan mencerminkan setiap aspek pembangunan fisik dan non fisik sudah diberi sentuhan penguasaan teknologi informasi dan revolusi mental, penataan manajemen kepegawaian internal Pemda, penguatan aparat pemerintahan desa, dan prioritas mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
3. Prioritas Pendidikan: Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS), masih tingginya disparitas mutu pendidikan, dan masih tingginya Angka Melek Huruf (AMH) untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pendidikan di semua kawasan, untuk semua umur dan semua golongan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan peran orangtua dan masyarakat dalam dunia pendidikan, penyaluaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
4. Prioritas Kesehatan: Meningkatnya usia harapan hidup

Permasalahan di bidang kesehatan diantaranya adalah angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi, masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk serta rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup menjadi 68 tahun sesuai dengan target Kabupaten Bangka. peningkatan kesehatan ibu dan bayi, peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, dan penambahan jumlah dokter khususnya dokter spesialis di rumah sakit dan Puskesmas. Untuk mencapai pola hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan Program/ Kegiatan Jambanisasi agar kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat terwujud.
5. Kebudayaan dan Pariwisata :Meningkatnya   usaha   pariwisata   yang    berdaya  dan berbasis masyarakat. 

Permasalahan yang ada di urusan budaya, yaitu: masih terbatasnya jumlah kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten, minimnya pemberdayaan terhadap sanggar senidan budaya serta belum terintegrasinya kebudayaan dalam mendukung pariwisata daerah dan permasalahan untuk pariwisata, yaitu: belum terpadunya pengelolaan dan promosi pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah sebagai komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, yaitu: melalui menginventarisasi jenis kebudayaan, untuk memperoleh hak paten dan Haki, melakukan pemberdayaan terhadap sanggar seni dan budaya serta memasukkan kebudayaan sebagai bagian dari travel Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kalender wisata secara terpadu, pemberdayaan budaya lokal, peningkatan dan penyediaan transportasi umum menuju objek wisata, peningkatan dan sosialisasi sadar wisata, serta melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan.
6. Prioritas Perekonomian: Perekonomian  Rakyat yang Perlu Ditumbuh kembangkan 

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat diartikan bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat disertai dengan meningkatnya kegiatan perekonomian suatu wilayah. Salah satu kelemahan dalam pembangunan adalah melebarnya kesenjangan pendapatan antar penduduk. Kesenjangan ini dapat berdampak pada masalah-masalah sosial. Pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja yang mempunyai modal besar. Yang kuat memakan yang lemah, sehingga terjadi distribusi pendapatan yang senjang. Karena itu, dalam pembangunan ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi yang terlibat tidak hanya dari pemilik modal saja, tapi juga yang berasal dari masyarakat yang mempunyai modal kecil. Strategi yang dapat dilakukan, yaitu: lembaga ekonomi rakyat ini harus dilindungi dan dikembangkan. Sehingga muara akhirnya adalah seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan.
7. Prioritas Infrastruktur: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang belum memadai


Infrastruktur merupakan satu hal yang krusial dalam proses pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Infrastruktur akan memberikan dukungan adanya dampak pengganda (multiplier effect) pada aktivitas sektor perekonomian lainnya. Rendahnya kualitas dan kuantitas dari penyediaan infrastuktur ini akan menjadi titik perhatian utama baik untuk sentra kegiatan ekonomi maupun kawasan pemukiman. Infrastruktur merupakan salah satu basic expenditure dalam struktur  pemerintahan daerah. Infrastruktur tersebut meliputi sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, irigasi, sanitasi, persampahan, drainase, dan kebutuhan rumah layak huni. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan/ peningkatan jalan Kabupaten secara rutin dan pemeliharaan secara berkala terutama pada ruas jalan dalam kondisi rusak, meningkatkan jalan usaha tani, dan meningkatkan jumlah pembangunan rumah layak huni.
8. Penanggulangan Kemiskinan: Menurunnya angka kemiskinan.

Permasalahan masih tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan, masih tingginya indeks gini, meningkatnya masyarakat pra sejahtera dan tingginya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Strategi yang dapat dilakukan yaitu: peningkatan lapangan pekerjaan di perdesaan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, meningkatkan akses pendidikan di kawasan perdesaan, peningkatan penyebaran distribusi pendapatan yang seimbang, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,dan penyelesaian/ pendampingan PMKS, peningkatan tata kelola pemerintah desa, pendampingan penyusunan RPJMDes, peningkatan kompetensi aparatur desa serta penyediaan sarana prasarana yang memadai dipedesaan dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat diperdesaan terutama dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat serta memperkuat pembangunan desa-kota.

9. Prioritas Lingkungan Hidup: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Belum Optimal.
Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan sebaik baiknya. Pemanfaatan kekayaan alam tetap harus mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang environmently and forestly sound. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menjaga keberlangsungan hidup dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sasaran dari tujuan pembangunan ini harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, rendahnya persentase ruang terbuka hijau (RTH). Strategi yang dapat dilakukan yaitu: nilai ekonomi dari sumber daya alam yang belum dimanfaatkan harus dapat digali dan dikembangkan. Seperti pemanfaatan lahan tidur dan lahan kritis harus dikembangkan menjadi lahan yang produktif dan bernilai ekonomi. Kondisi alam pulau Bangka mempunyai banyak pantai yang indah. Hal ini dapat  dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata bahari. Sasaran lain dalam rangka tujuan di atas yaitu masyarakat mempunyai ketrampilan dalam mengelola limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi, dan pembangunan green ekonomi, serta pembangunan ruang terbuka hijau.
10. Penataan Ruang: Meningkatnya  pemanfaatan penataan ruang.
Permasalahan dalam penataan ruang lebih disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas untuk melakukan penata ruang, belum terbentuknya pokja pengendalian dan pelaksanaan pengendalian, belum ada ketegasan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Dearah tata ruang. Strategi yang dapat dilakukan yaitu: melalui percepatan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kopetensi dibidang tata ruang, atau pembentukan bidang tata ruang tersendiri di SKPD tertentu, pembentukan Tim Pokja pelaksanaan dan pengendalian, perlu ketegasan dalam menegakan peraturan Hukum Perda RTRW. Lebih jauh, penataan ruang secara hukum akan mempengaruhi kualitas penggunaan ruang dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, mempertimbangkan tata ruang dalam proses pembangunan daerah adalah suatu keharusan karena unsur space mempengaruhi kualitas kegiatan pembangunan dan aktivitas perekonomian daerah.
2.4.2. Millenium Development Goals (MDG’s)
Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) merupakan amanah dari Inpres Nomor. 1 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG’s Kabupaten Bangka sesuai RKPD Tahun 2016 Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG’s yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG’s yang dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, bahwa hampir semua indikator MDG’s telah tercapai, namun masih beberapa indikator yang belum tercapai terutama yang termasuk kedalam indikator pada T.3, T.5, dan T.7 yaitu: indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), indikator unmeet need (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB), dan memastikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga pada tahun 2016, urusan kesehatan dan lingkungan hidup diharuskan menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mencapai target MDG’s yang telah ditetapkan

2.4.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu  pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yg ditetapkan oleh Menteri/ Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah banyak berakhir pada tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 dan meskipun beberapa SPM telah melewati target waktu pencapaian namun indikator SPM tersebut tetap digunakan sebagai salah satu target kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka. Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2.45

Target Pelaksanaan SPM Kabupaten Bangka
	NO
	SPM
	Jenis

Pelayanan
	Jumlah

Indikator
	Target

Pencapaian

	1
	Perumahan*)
	2
	3
	2025

	2
	Pemdagri
	3
	6
	2011

	3
	Sosial*)
	4
	14
	2015

	4
	Kesehatan
	4
	18
	2015

	5
	PP & PA*)
	5
	8
	2014

	6
	Lingkungan Hidup*)
	7
	7
	2013

	7
	KB & KS
	3
	9
	2015

	8
	Ketenaga Kerjaan*)
	5
	8
	2016

	9
	Pendidikan
	2
	27
	2014

	10
	PU & PR
	8
	23
	2014

	11
	Ketahanan Pangan*)
	4
	7
	2015

	12
	Kesenian*)
	2
	7
	2014

	13
	Kominfo
	1
	2
	2014

	14
	Perhubungan*)
	8
	43
	2014

	15
	Penanaman Modal*)
	7
	10
	2014

	
	Jumlah
	65
	192
	


2.4.2.

Isu Stategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2016

Dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2014 – 2018, hasil evaluasi RKPD Kabupaten Bangka tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2016, dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 yang secara keseluruhan saling memiliki keterkaitan satu sama lain maka berdasarkan analisis empiris yang menggunakan data base yang teraplikasi menggunakan SMI (Sistem Manajemen Informasi) dengan tingkat kelengkapan datanya sampai ke tingkat desa/kelurahan (by name by adress) didapat beberapa isu strategis RKPD Kabupaten Bangka tahun 2016 yaitu :
1. Disparitas Perekonomian antar Kecamatan
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah yang tentunya disertai dengan semakin meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Meningkatnya pendapatan berarti kemampuan daya beli masyarakat, kemampuan menabung (saving) serta kemampuan untuk berinvestasi  juga semakin meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka cenderung berfluktuatif dengan rataan 5,67 persen. Menurut pendekatan produksi, perekonomian Kabupaten Bangka didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama (core sector) yaitu : (1) Sektor Pertanian dengan rataan kontribusi sebesar 22,11 persen, pertumbuhan (real growth) hingga mencapai -1,02 persen, menempatkan sektor pertanian menjadi prime mover perekonomian daerah. Selain sebagai katalisator perekonomian, sektor pertanian cenderung memiliki keunggulan komperatif dibandingkan dengan sektor lainnya; (2) Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rataan kontribusi sebesar 19,39 persen, pertumbuhan (real growth) hingga mencapai -1,00 persen. Dalam kurun waktu terakhir, kontribusi sektor ini justru memiliki trend yang semakin menurun karena secara fisik sektor tersebut memang bersifat unrenewable; (3) Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan rataan kontribusi sebesar 19,31 persen dengan pertumbuhan (real growth) hingga mencapai 0,18 persen. 
Perbandingan yang dapat memberikan nilai absolut masing-masing daerah sebagai gambaran kinerja adalah dengan cara membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan nilai PDRB per Kapita kecamatan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per Kapita Kabupaten Bangka. Hal menarik yang ditunjukkan dari hasil perbandingan sebagai berikut :
a. Kecamatan Merawang yang selama beberapa tahun terakhir selalu berada dalam kategori Kuadran III, ternyata mengalami pergeseran ke Kuadran II pada tahun 2014 yang merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High Income and High Growth) karena sektor ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan PDRB per Kapita. Sementara itu, Kecamatan Bakam, Sungailiat dan Puding Besar yang dahulunya berada di kuadran II pada tahun 2009, ternyata mengalami pergeseran ke kuadran lainnya pada tahun 2014.
b. Kecamatan Sungailiat, Mendo Barat ternyata bergeser ke Kuadran I pada tahun 2014, kecuali Pemali yang memang selama lima tahun terakhir tetap berada pada kuadran I yakni termasuk daerah berkembang cepat (High Growt but Low Income). Ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan di semua sektor perekonomian didaerah tersebut lebih memiliki daya tahan (resistensi) terhadap gejolak perekonomian disebabkan perekonomian di daerah tersebut tidak dimonopoli oleh sektor tertentu.    

c.  Kecamatan Bakam, Puding Besar ternyata mengalami pergeseran yang cukup drastis yakni berada pada Kuadran III, dibandingkan posisi sebelumnya yang berada dalam Kuadran II pada tahun 2009, kecuali Riau Silip yang memang beberapa tahun terakhir tetap berada pada kuadran III atau daerah maju tapi tertekan (High Income but Low Growth) disebabkan perekonomian cenderung didominasi oleh sektor primer terutama sektor pertanian sehingga mendorong tingginya PDRB per Kapita namun tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tingginya PDRB per Kapita daerah tersebut belum tentu berkorelasi positip terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

d. Kecamatan Belinyu ternyata masuk kedalam kuadran IV pada tahun 2014 yang merupakan daerah relatif tertinggal (Low Income and Low Growth). Kondisi tersebut lebih dipengaruhi sektor primer terutama pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya semakin melambat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sehingga daerah tersebut sangat sulit untuk beranjak kearah yang lebih baik. Pergeseran sektor pertambangan sebagai prime mover Kecamatan Belinyu selama ini ke sektor-sektor unggulan lainnya seperti pertanian dan pengangkutan dan komunikasi diharapkan mampu the next prime mover dalam pembentukan PDRB sehingga kedepan, diproyeksi akan mengalami pergeseran kuadran ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan strategis seperti inovasi dibidang pertanian dengan penggunaan teknologi pertanian untuk mendorong meningkatnya daya saing daerah.

Diagram 2.2

Kuadran Kinerja Pembangunan Ekonomi Kecamatan, 2009
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Diagram 2.3

Kuadran Kinerja Pembangunan Ekonomi Kecamatan, 2014
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2. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Hasil pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dilihat dari meningkatnya rataan capain indikator bidang pendidikan selama lima tahun terakhir. Namun, capaian indikator tersebut masih perlu ditingkatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 meningkat menjadi 93,10 persen. Sedangkan APS untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 72,60 persen. Capaian indikator APS tingkat SMP/MTs tersebut perlu diperhatikan secara seksama, terutama menjelang rencana pemerintah merintis Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Oleh karena itu, dalam lima tahun kedepan APS tingkat SMP/MTs secara sistematis harus terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai diatas 100 persen agar tercipta korelasi yang positip antara peningkatan APS dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Menangah 12 Tahun. Begitu juga dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang pada tahun 2014 mencapai sebesar 3,01 persen. Tingginya AMH tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan belum sepenuhnya berhasil dalam meminimalisir buta aksara di Kabupaten Bangka. Walaupun demikian, yang perlu dicermati dan ditangani adalah penanganan pada penduduk buta aksara usia 45 – 65 tahun dan 65 tahun keatas, yang masuk dalam kategori usia tidak produktif lagi, namun menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM), sehingga secara langsung merupakan salah satu faktor penyebab ketertinggalan IPM Kabupaten Bangka (peringkat 3) dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang (peringkat 1) dan Kabupaten Belitung (peringkat 2). Kedepan, AMH ditargetkan mengalami penurunan hingga mencapai 1,53 pada lima tahun mendatang, sehingga multiplayer effect yang ditimbulkan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Bangka secara signifikan.     

Dalam bidang kesehatan, kualitas pelayanan yang belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 di Kabupaten Bangka terdapat 5 Rumah Sakit, 12 Puskesmas, 34 Puskesmas Pembantu. Dengan jumlah penduduk sebesar 305.158 jiwa pada tahun 2014 maka setiap puskesmas melayani 25.430 orang, Kondisi tersebut cukup ideal, sesuai dengan standar yang mana setiap puskesmas melayani 30.000 orang. Jumlah tenaga medis yang berada di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit umum dan puskesmas) yang pada tahun 2014 terdapat 162 tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi), dengan rasio ideal adalah 40 dokter per 100.000 penduduk, maka jumlah tenaga medis di Kabupaten Bangka sudah cukup ideal namun proporsinya yang perlu diperhatikan kedepan. Begitu juga jumlah tenaga paramedis keperawatan yang pada tahun 2014 berjumlah 98 orang namun penyebarannya masih belum merata.  
3. Tingkat kemiskinan, Disparitas, dan Pengangguran
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka pada tahun 2013 sebesar 13.263 jiwa (5,18%) dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 16.418 (5,38%) atau berkurang 939 jiwa (1,14%). Secara rataan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka masih tergolong rendah, namun bagaimanapun kemiskinan tetaplah sebuah “aib” bagi keberhasilan pembangunan sehingga perlu ditekan serendah mungkin. Pada dasarnya, kemiskinan mempunyai korelasi terhadap disparitas pendapatan, semakin kecil disparitas pendapatan masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan disparitas pendapatan yang didasarkan pada penghitungan indek gini (gini ratio) tetap berada pada level rendah (0,00 – 0,30) yakni sebesar 0,26. 
4. Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi teenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi setiap individu. Kebutuhan masyarakat akan pangan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan teenuhinya komoditas pangan pokok di masyarakat yang mana kebutuhan akan karbohidrat yang berasal dari beras merupakan kebutuhan utama dari masyarakat, disamping kebutuhan pangan lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka, perkembangan luas lahan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang, terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan yaitu :

· Tingginya ketergantungan terhadap ekspor bahan pangan dari luar daerah sehingga mempengaruhi tingkat harga kebutuhan pokok ditingkat pengecer.
· Semakin tingginya alih fungsi pertanian ke non pertanian.
· Menurunnya kesuburan lahan pertanian.
· Tingginya penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan.
· Belum optimalnya pendampingan oleh penyuluh pertanian.
2.4.3. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam tabel 2.45 berikut:
Tabel 2.45
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/
Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya
	Isu Penting dan Masalah Mendesak

	Tingkat Nasional
	Tingkat Provinsi
	Lingkungan Eksternal Lainnya

	(1)
	(2)
	(3)

	1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)

2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3. Pengendalian Jumlah Penduduk

4. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
5. Optimalisasi  Pendidikan
6. Transformasi Struktur Industri
7. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
8. Perkuatan Sistem Logistik Nasional
9. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
10. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
11. Penataan Perumahan / Permukiman 
12. Pembangunan transportasi massal perkotaan. 
13. Perkuatan Ketahanan Pangan
14. Peningkatan Ketahanan Energi
15. Perkuatan kapasitas IPTEK
16. Konsolidasi Demokrasi 
17. Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
18. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
19. Pembangunan Daerah Tertinggal


	1. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap;

2. Sosial Budaya, (meningkatnya kriminalitas; penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); pengendalian penyakit; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal;
3. Tantangan ASEAN Economic Community (AEC) 2015;
4. Ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi;
5. Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai; 
6. Tingginya tingkat ketergantungan Pangan;
7. Rendahnya kualitas lingkungan hidup;
8. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam; 
9. Pemilukada di  4 kabupaten;
10. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap
11. Pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir;
12. Linkage pembangunan desa dan kota;
	1. Peningkatan Daya Saing Nasional, Regional dan Daerah
2. Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015
3. Merespon Prioritas Nasional 
4. Bonus Demografi 
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